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ABSTRAKSI

Saptiani Sapta Putri, 2009mplementasi PP No. 43 tahun 2007 tentang
Perubahan PP No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatd®enaga Honorer menjadi
CPNS (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupatddalang).

Dosen Pembimbing: Dr. Siti Rohcmah, Msi dan Drsw&liyanto, M.S.
(96 halaman)

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat Blghbat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah kuntelaksanakan tugas-tugas
tertentu pada instansi pemerintah atau yang pen@haga menjadi beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengangkamaga honorer menjadi CPNS
adalah proses pengisian formasi. Proses tersebutladi dari perencanaan, penetapan
nama yang akan diangkat, seleksi administrasi,tppaa NIP CPNS. Adapun tujuan dari
pengangkatan tenaga honorer adalah sebagai peddmgn Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang terkaiardapelaksanaan pengangkatan
tenaga honorer menjadi CPNS, guna menjamin tramspiadan mencegah terjadinya
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses pengangkiaaga honorer yang dilakukan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang berpedpata PP No. 48 tahun 2005.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitiaskdiptif dengan analisis data
kualitatif yang dilakukan  dengan  menggambarkan/reskidpsikan  serta
menginterpretasikan fenomena yang diteliti dengakud penelitian : a) Proses
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS; b) TaHaksi administrasi. Penelitian ini
dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaterabdgldan dalam pengumpulan
data menggunakan teknik wawancara, data, arsiglolesnmentasi. Proses pengangkatan
tenaga honorer menjadi CPNS melalui dua tahap, iyédman perencanaan serta
persiapan yang terdiri dari surat keputusan perigaag tenaga honorer menjadi CPNS
dan formasi. Dan yang kedua tahap seleksi admasistyang terdiri dari persyaratan
administrasi, pemeriksaan kelengkapan keabsaharsygratan administrasi dan
penyampaian usul Nomor Induk Pegawai (NIP).

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpuwaitu, proses pengangkatan tenaga
honorer ini ditentukan oleh pusat (BKN) maka tenbhgaorer tersebut harus menjalani
proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPN@i s#eEngan prosedur, sehingga
mengakibatkan status sebagai tenaga honorer tigpét dlipastikan sampai kapan dan
kemungkinan menjadi PNS sama besar peluangnya ngrglamar lain yang melalui
jalur umum. Faktor pendorong antara lain, volume&epean, daerah kekurangan
pekerjaan,daerah tidak berhak mengangkat pegawdirsdidak ada dropping pegawai
dari atas. Dari kesimpulan tersebut dapat disaranB&N sebaiknya tidak merekrut
CPNS melalui jalur umum, dikarenakan masih banyakaga honorer yang belum
diangkat menjadi CPNS.



ABSTRACT

Saptiani Sapta Putri, 2009;he Implementation of PP No. 43 tahun 2007
Regarding Amendment to PP No. 48 tahun 2005 Regardi The
Appointment of Honorary Workers Into Civil Servant Candidates (A Case
Study at Local Government Civil Service Bureau of Milang Regency)
Dosen Pembimbing: Dr. Siti Rohcmah, Msi dan Drssw&liyanto, M.S.
(96 halaman)

The appointment of honorary workers into civil senw candidates is one
of the government’s efforts concerning realizatdprofessional and responsible
civil servant candidates related to performance tiedir governmental and
developmental duties. The appointment of honoramyrkers is issued on
Government Regulation Number 48 Year 2005 concgriiine Appointment of
Honorary Workers into Civil Servant Candidates tisaprioritized for teachers,
medical workers on health service units, elucidatar agricultural, fishery, and
animal husbandry fields, and other technical wakevhich is basically
determined by each of their ages.

The method used by this research was descriptetbad with qualitative
data analysis performed by describing and interpyephenomenon that was
studied using following research’s focuses: a). pinecess of appointment of
honorary workers into civil servant candidates ukdels planning and preparation
stage, formation, and administrative selection estagthich consists of
administrative requirements, examination of complet and validity of
administrative requirements; b). Problems withie firocess of appointment of
honorary workers into civil servant candidates udels age and employment
period. This research was located in Local Govenin@vil Servant Bureau of
Malang Regency; and the techniques used in dataewgad) were interview,
observation, and documentation.

The process of appointment of honorary worker® iotvil servant
candidates implemented by the Local Governmentl Gervant Bureau passes
through two stages, i.e. planning and preparattagesthat consists of decision
letter regarding appointment of honorary worker® inivil servant candidates,
and formation; and the second stage is adminigé&ratelection that consists of
administrative requirements, examination of comgfet and validity of
administrative requirements, and proposal deliva@rivil Servant Registration
Number (NIP). There is factor inhibiting the proses appointment of honorary
workers into civil servant i.e. the process of appuoent of honorary workers is
determined by central bureau (BKN) so that the haryoworkers have to pass
through the procedures. This results in a stateravis¢gatus of the honorary
workers becomes uncertain for unknown time, andpbssibility of honorary
workers becoming civil servant is as much as ototieneral applicants. Other
than the above description, other basic problemspmointments of honorary
workers into civil servant candidates are age angleyment period factors.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memililtus tujuan
nasional untuk melakukan program-program pembangyaag menyeluruh,
terarah dan terpadu demi kesejahteraan dan kemakmuakyat yang
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan PancBsilam mewujudkan
tujuan nasional maka program pembangunan yang goalitama harus
diperhatikan adalah aparatur pemerintahnya, kaapaeatur pemerintah sebagai
sosok pembawa atau penentu arah tujuan suatu n&gaan itu para aparatur
pemerintah harus menjadi contoh maupun panutan pargbagi rakyatnya,
agar di dalam pencapaian tujuan nasional antangaralengan pemerintahan

saling bekerja sama dalam mengatasi masalah-maszdaina.

Aparatur pemerintah terkait erat dengan Pegawaeh&gpil (PNS) yang
menjalankan tugas-tugas di lembaga pemerintahaberKasilan yang dicapai
oleh instansi tidak lain berasal dari peran sedgawai dalam memberikan
tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka, rdpisg dari pimpinan itu
sendiri dalam mempertahankan kontinuitas usaham@md mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Instansi tidak akan berj&anar apabila tidak didukung
dengan adanya pengetahuan dan keterampilan darppgawainya yang tidak

lain adalah Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur utamabsu daya manusia,
aparatur negara yang mempunyai peranan untuk me@ntkeberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adspsok Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang diharapkan dalam upayaua@gan mencapai tujuan
nasional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang il@rkompetensi penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Utbtagyg Dasar 1945 dan
bermoral, bermental baik, profesional, sadar akagdung jawabnya sebagai
unsur aparatur negara, abdi masyarakat, serta marapjadi perekat persatuan
dan kesatuan bangsa. Peran Pegawai Negeri Sipibhadaenting dan

menentukan sebagai unsur aparatur negara untuk eteeggarakan



pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usale@apaenujuan nasional
di mana tujuan nasional yang direncanakan dengaratedan terealistis serta
dilaksanakan secara bertahap bersungguh-sunggudaybeguna dan berhasil
guna untuk mewujudkan suatu masyarakat adil danmuekmerata dan

berkesinambungan antara materiil dan spiritual dsarkan Pancasila.

Secara teoritik dinyatakan bahwa efektifitas suatganisasi baik bisnis
maupun publik dalam mencapai tujuannya sangattdikan oleh faktor kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM); perencanaan proses ##fitas menuju

keseluruhan adalah hasil pemikiran dan karya manusi

Suatu instansi dan perusahaan tidak dapat hidupbdatembang tanpa
adanya SDM. Hal ini disebabkan karena manusia na&eup peranan yang
paling penting dalam instansi atau perusahaan pabagai motor penggerak
dan pelaksanaan yang saling berhubungan satu sanmyd untuk mencapai
tujuan bersama dalam instansi atau perusahaarbuerg@leh karena itu di
dalam instansi atau perusahaan memerlukan SDM wgeaergpunyai keahlian

seperti yang di kehendaki oleh instansi atau peasatersebut.

Menurut Sondang (1991:31) satuan kerja yang melegelomber daya
manusia merupakan satuan kerja penunjang terhaapassatuan kerja lain
dalam organisasi. Besar kecilnya satuan kerja pelagsumber daya manusia
tentunya tergantung antara lain pada besar kecibrganisasi yang harus

dilayaninya.

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujulegrada peningkatan
kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekegéam organisasi ke arah
tercapainya tujuan organisasi. Dibentuknya satuganisasi yang mengelola
sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebaganiugltan tetapi sebagai
alat untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas peoduktivitas kerja organisasi

sebagai keseluruhan.

Ini menandakan bahwa Pengembangan Sumber Daya Mamesniliki
peran penting dalam proses recruitment. Prosesim@ent merupakan langkah

awal untuk mendapat calon pegawai negeri sipil ygmgfesional dan



bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas Peateamtian Pembangunan.
Jika semua pegawai negeri sipil mempunyai sifafgsronal dan tanggung
jawab, maka kita tidak perlu takut tenggelam dgenderasnya era persaingan.
Kehadiran calon pegawai negeri sipil yang mempukiyeirja dan kualitas yang
bagus, yang nantinya akan membentengi bangsalmdar dari terjangan arus
globalisasi melalui kebijakan dan regulasi yangriitkan.

Administrasi Kepegawaian adalah bagian dari negagang
kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang idgtapai. Kebijksanaan dasar
sistem administrasi kepegawaian di negara kita m@ngada undang-undang
No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undargjgndo. 8 tahun 1974
tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam undang-und¢iersebut dinyatakan
bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasiamak umewujudkan
masyarakat madani yang taat hukum, berperadabaermodemokratis, adil
dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yarggupakan unsur aparatur
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakaat yeyelenggarakan
pelayanan secara adil dan merata, menjaga persdfrarkesatuan bangsa

dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Unddagg Dasar 1945.

Administrasi Kepegawaian Daerah berorientasi pagleah otonomi daerah
yang mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyaradikarenakan
masyarakat daerah hanya tergantung pada pemepotdt yang pemerintah
pusat tidak mampu.

Recruitment adalah untuk mendapatkan persediaaangab mungkin
calon-calon pelamar sehingga instansi atau perasatekan mempunyai
kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemnilérhadap calon pekerja
yang dianggap mempunyai syarat kaulifikasi instatau perusahaan. Dengan
kata lain, recruitment merupakan proses mencammemekan dan menarik para
pelamar untuk dipekerjakan dalam instansi atausaéaan. Proses recruitment
berlangsung sejak saat mencari pelamar hingga pemgdamaran oleh
pelamar. Maka dari itu, recruitment harus dilak&anadalam setiap instansi
atau perusahaan karena merupaka modal awal dalacapaan tujuan instansi

atau perusahaan. Dan apabila dalam proses recntitergadi kesalahan maka,



dalam penempatan pegawai akan menyebabkan tidakveés dan efesien
dalam bekerja karena tidak sesuai dengan keahkanmmsing-masing. Dalam
melaksanakan tugas recruitment, para pencari terk@gm mendasarkan
kegiatanya pada rencanaan sumber daya manusia tgaly ditentukan

sebelumnya.

Recruitment terbagi dua, yaitu recruitment PNS dacruitment tenaga
honorer. Untuk sementara ini Badan Kepegawaian mkakecruitment tenaga
honorer. Banyak dari tenaga honorer yang belumgé@nmenjadi CPNS,

sementara jumlah tenaga honorer semakin banyak.

Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah Republik IrdaiNo. 43 tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintai8Niahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS mengalatama, Pemerintah
telah melakukan pendaftaran terhadap semua tenagaren dan telah
melakukan pengisian daftar pelamar. SelanjutnyajabBe Pembina
Kepegawaian telah mengangkat sebagaian tenagaenommnjad CPNS di

lingkungannya untuk mengisi formasi yang lowongadatahun anggaran 2005

Dasar Hukum Pengangkatan Tenaga Honorer MenjadiSCPN

PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenagarétonenjadi CPNS

a. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat Régdbat Pembina
Kepegawaian atau Pejabat Lain Dalam Pemerintahatok unelaksanakan
tugas tertentu pada Instansi Pemerintah atau yanghasilannya menjadi
beban APBN atau APBD ( PP No. 48 Tahun 2005 Pagal 1

b. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS dips&dta bagi yang
melaksanakan tugas sebagai :
1. Tenaga Guru ;
2. Tenaga Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan ;
3. Tenaga Penyuluh di bidang pertanian, perikanarmpdgarnakan ;
4. Tenaga Teknis lainnya yang sangat dibutuhkan Pataéri

( PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 3)
c. Pengangkatan Tenaga Honorer pada tenaga guru ldilakuelalui seleksi

administrasi, disiplin, integritas, kesehatan damgetensi



d. Pengangkatan Tenaga Honorer pada tenaga keseteataga penyuluhan
bidang pertanian, perikanan dan peternakan, sertaga teknis selain
melalui seleksi administrasi, disiplin, integrithkesehatan, dan kompetensi,
wajib mengsisi/menjawab daftar pertanyaan mengeeagetahuan Tata
Pemerintahan/Kepemerintahan yang baik dan pelaksaga terpisah dari
pelamar umum.

e. Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana terselauapgka 1, 2, 3, dan
4 tersebut diatas pada prinsipnya memprioritaskanaga Honorer yang
berusia paling tinggi dan / atau mempunyai masg kelih banyak.

( PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 4)

a) Pengangkatan Tenaga Honorer didasarkan pada usia danasa kerja
sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang berusia paling tinggi 46 tadlammempunyai masa
kerja 20 tahun atau lebih secara terus menerus ;

2. Tenaga Honorer yang berusia paling tinggi 46 tatmmmempunyai masa
kerja 10 tahun atau lebih sampai dengan kurang2@atéahun secara terus
menerus ;

3. Tenaga Honorer yang berusia paling tinggi 40 tadammempunyai masa
kerja 5 tahun atau lebih sampai dengan kurangldarahun secara terus
menerus ;

4. Tenaga Honorer yang berusia paling tinggi 35 tadammempunyai masa
kerja 1 tahun atau lebih sampai dengan kurangSd&ahun secara terus
menerus ;

( PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat 2)

a. Tenaga dokter yang telah selesai atau sedang raakl#an tugas sebagai
Pegawai Tidak Tetap atau sebagai Tenaga Honorex paid pelayanan
kesehatan milik pemerintah, dapat diangkat merg&hS setelah melalui
seleksi, tanpa memeperhatikan masa kerja sebagaagdeHonorer,
dengan ketentuan :

1. Usia paling tinggi 46 tahun ;



2. Bersedia bekerja pada unit pelayanan kesehatamaetalkl terpencil,
sekurang — kurangnya 5 tahun
( PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 5)

b. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS berdas&RaNo. 48
Tahun 2005 ini dilakukan bertahap mulai T.A 200% g¢eling lambat
T.A 2009,dengan prioritas Tenaga Honorer yang Ipasitannya
dibiayai oleh APBN dan APBD ;

c. Dalam hal tenaga Honorer sebagaimana tersebut@atis seluruhnya
telah diangkat menjadi CPNS sebelum T.A 2009, miaksaga Honorer
yang bekerja pada Instansi Pemerintah dan penghagd tidak dibiayai
oleh APBN dan APBD dapat diangkat menjadi CPNS.

( PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 8)

d. Sejak ditetapkannya PP No. 48 Tahun 2005 ini, seifajabat Pembina
Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan Instardilarang
mengangkat Tenaga Honorer baru yang sejenis, Keditgtapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

( PP No. 48 Tahun 2005 Pasal 6)

Nasib 175 tenaga honorer yang masuk nominasi CRM¥8n 2008
ditentukan kemarin. Selama dua hari, CPNS yang kaglam nominasi
melakukan pemberkasan persyaratan yang harus kidpndi gedung Graha
Wangsa Kelurahan Sisir. Tidak sedikit berkas yaagu$ mereka lengkapi
untuk memenuhi semua persyaratannya. Berkas yangkentampirkan dalam
pemberkasan CPNS tingginya bisa mencapai 30 hiBQgeentimenter. Salah
satu berkas yang paling banyak dilampirkan adalafiad presensi atau
kehadiran minimal selama dua tahun, sejak suratitkepn dirinya diangkat
sebagai tenaga honorer. Bahkan, ada yang sampampmiekan daftar
kehadirannya bekerja sebagai tenaga honorer hieggan tahun. Rata-rata
memang hanya dua tahun melampirkan berkas daftedk@an sejak terhitung

masa tugas (TMT) diangkat sebagai tenaga honorer.

Pergantian 30 orang tenaga honorer formasi tahQ6 @an 2007 dilakukan
bersamaan dengan pengangkatan 175 tenaga hondaen f@@masi CPNS
tahun 2008. Pemberkasannya pun dilakukan bersache@gan CPNS tahun



2008. Untuk mengatasi kesulitan dalam pemberkaBagjan Kepegawaian
membuka ruang konsultasi disalah satu bagian rumamfjaGraha Wangsa,

tempat dilaksanakannya pemberkasan CPNS tenagaghono

Berbeda dengan CPNS tenaga honorer, CPNS jalur umammakan dibuka
pendaftarannya pada awal November mendatang. Sésngan nomor surat
Menpan nomor B/424-F/M-Pan/8/2008 jumlah formasNSRHalur umum lebih
banyak dari CPNS tenaga honorer. 175 untuk tenagarér dan 216 orang
untuk pelamar umum yang terdiri dari tenaga kesehd® orang, tenaga teknis
strategis 44 orang, dan Sekdes 5 orang, (www.pemdi@ng.co.id/link, pada
tanggal 16 Desember 2008)

Data tenaga honorer sesuai registrasi BKN dan tehagorer yang telah

diusulkan pengangkatan menjadi CPNS.

a) Jumlah tenaga honorer sesuai registrasi BKN
a. Tahun anggaran 2005
1. Tenaga guru, sebanyak 1236, formasi 2005 sebar8/dir® sisanya
1143
2. Tenaga kesehatan, sebanyak 222, formasi 2005 sdbd@ty dan
sisanya 135
3. Tenaga strategi/administrasi, sebanyak 1150, fara@8b sebanyak
222 dan sisanya 928
Tenaga honorer formasi 2005 sebanyak 2608 dengarami usia Kritis
sejumlah 13 orang, rincian 11 orang proses persaiuNIP dan 2 orang tidak
punya ijazah, jumlah formasi dari seluruh bidanglald 402 dan sisanya adalah
2206.

b. Tahun anggaran 2006
1. Tenaga guru, formasi 2006 sebanyak 426, sisanyadah7usia
kritis formasi 2005, sebanyak 10 jadi jumlah kesgdtannya adalah
707



2. Tenaga kesehatan, formasi 2006 sebanyak 76, si&hgan usia
kritis formasi 2005, sebanyak 0, jadi jumlah kesghannya adalah
59
3. Tenaga strategi/administrasi, formasi 2006 sebard@fk sisanya
540, wusia kritis formasi 2005 sebanyak 13, jadi laim
keseluruhannya adalah 537
Tenaga honorer formasi 2006 sebanyak 890, dengaciami lorang
mengundurkan diri, dan 1 orang KDRT dditahan SK SRy dan 5 orang
tidak dapat NIP. sisanya sebanyak 1316, dan u#ia krmasi 2005 adalah
sebanyak 13 dan jumlah akhirnya adalah 1303

c. Tahun anggaran 2007
1. Tenaga guru, formasi 2007 sebanyak 706 dan sisanya
2. Tenaga kesehatan, formasi 2007 sebanyak 52 daryaiga
3. Tenaga strategi/administrasi, formasi 2007 seban23ik dan
sisanya 306
Tenaga honorer formasi 2007 sebanyak 989 masih mdgbeoses
pemberkasan CPNS dan sisanya adalah 314.

Adapun beberapa data yang penulis dapatkan dararB&®pegawaian
Daerah tentang pengangkatan tenaga honorer mé&ads, terdapat juga data
tenaga honorer yang memperoleh hukuman disiplitu ydapat dilihat pada
tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Tenaga Honorer yang memperoleh hukuman disiplin

No. Tahun Formasi Umum Formasi Tenaga
Honorer
1. 2004 248 0
2. 2005 153 402




3. 2006 0 890

4. 2007 0 899

Jumlah 401 1.392

Sumber : doc. Profesional Award Badan KepegawaiarerBh Kabupaten
Malang tahun 2007

Pada prinsipnya recruitment tenaga honorer mei@&MNS ditentukan oleh
faktor usia dalam pengangkatan tenaga honorer oheGRANS untuk mengisi
tahun 2005, berusia paling tinggi 46 tahun danngatendah 19 tahun pada 1
January 2006, dengan ketentuan batas usia pahdghesetiap tahun bertambah
1 tahun untu pengisian formasi setiap tahun bemjatsampai dengan tahun
2009. Penentuan masa kerja sebagai tenaga honoigt mengisi formasi
tahun 2005, mempunyai masa kerja sedikit 1 tahula p@adaan 31 Desember
2005, dengan ketentuan masa kerja paling rendaptahun ditambah 1 tahun

untuk pengisisn formasi setiap tahun berikutnyapsamengan tahun 2009.

Uraian di atas memperhatikan bahwa berbagai perg@gan manajemen
sumber daya manusia sangat dibutuhkan, agar t@nggtcalon pegawai negeri
yang memiliki sifat tanggung jawab dan kinerja yabgik. Dikarenakan
persaingan yang sangat kuat, maka dari itu dipanoka pengembangan

sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya@ktukan sebelum
diterima sebagai calon pagawai negaeri sipil tetgpelah menjadi pegawaian
negeri sipil, pengembangan manajemen sumber daysusiaa akan tetap
diperlukan, bahkan diwajibkan untuk pegawai untungikuti pengembangan

manajemen sumber daya manusia yang terangkum digtéat

Proses recruitment tenaga honorer menjadi CPNSgasari butuhkan
keahlian atau kinerja yang baik, guna untuk mela&kan tugas yang diberikan
oleh pemerintah dan dapat mempercepat proses pgkegan. Hal inilah yang
mendorong peneliti  untuk mengkajinya lebih jauh,hisgga peneliti
berketetapan memilih dan menentukan juddPLEMENTASI PP No. 43



TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 48 TAHUN 2005
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER MENJADI
CPNS (Studi kasus di Badan Kepegawaian Daerah Kabapen Malang)

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang diatas, maka dapatiskan permasalahan

dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Implementasi PP No. 43 Tahun 2007 terRengbahan PP No.
48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga hon@madn CPNS yang
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabuatdarnga?

2. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan proses pdag@amgtenaga
honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Badapegawaian Daerah
Kabuaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diataka penulis

merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi PP 4BbTahun 2007
tentang Perubahan PP No. 48 Tahun 2005 tentancapgkatan tenaga
honorer menjadi CPNS yang dilakukan oleh Badan Eawaian Daerah
Kabuaten Malang.

2. Mendiskripsikan dan menganalisis hambatan-hambgtarg dihadapi
dalam pelaksanaan proses penngangkatan tenagaehomenjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerabukten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

a. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai reseréambahan dan
sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin &aministrasi publik

khususnya.

b. Secara praktis
1. Bagi Peneliti
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Penelitian ini sebagai sarana pembelajaran untukgembangkan dan

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selatudi.s

2. Bagi Instansi
Sebagai bahan masukkan bagi pemerintah dalam raek#an proses
recruitment pegawai pada Badan Kepegawaian Daerahupéten

Malang.

3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saranaigéwoh politik kepada
masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadagolitik terutama
dalam mengetahui proses pengangkatan tenaga haonergadi CPNS

secara terp rosedur.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memasisskripsi ini
secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatnaugengertian yang logis
dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistieanpembahasan sebagai
berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN,

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, pesam
masalah, tujuan penelitian, kontribusi peneliti@ntes sistematika

pembahasan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA,

Berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli y#egkaitan dan
menunjang penulisan skripsi. Disini  dijelaskan  nmesTag
pengangkatan tenaga honorer beserta penjelasatesentralisasi
dan pemerintahan daerah beserta penjelasatimagang-Undang
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 besert

penjelasannya, serta otonomi daerah.
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BAB 3

BAB 4

BAB 5

METODE PENELITIAN ,

Membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitlakasi dan
situs penelitian, sumber dan jenis data, metodgwepulan data,

instrumen penelitian dan analisis data.
HASIL DAN PEMBAHASAN |,

Berisi tentang penyajian data, analisa dan intéapralata dalam
penyajian data, data yang diperoleh dalam penelgeghubungan

dengan permasalahan yang diungkapkan dan diuraikan.
PENUTUP,

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil perali yang
dilakukan disertai saran-saran yang diharapkanimantakan

bermanfaat dan sebagai masukan bagi pihak-pihak tgskait.
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BAB Il
TINJAUAN PUSKATA

A. Otonomi Daerah

Berdasarkan TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 pasal 1 dikkakan
mengenai kebijakan nasional bahwa: “Penyelenggat@momi daerah dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan begdaggjawab di daerah
secara proporsional diwujudkan dengan pengaturaambpagian, dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadiéata fperimbangan
keuangan pusat dan daerah.

Otonomi merupakan keleluasaan daerah untuk memygdeakan
kewenangan Pemerintah dibidang tertentu yang haaup berkembangan di
daerah. Otonomi juga bertanggung jawab beruapa uypedan
pertanggungjawab sebagai konsekwensi pemberiaddrakewenangan kepada
daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang hapilsutioleh daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonom, yaitu berupang&atan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, peraggab kehidupan
demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeimdmabungan yang serasi
antara pusat.

Menurut Kushandajani (2001:64), otonomi diarahkartuki mencapai
efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepadayarakat. Tujuan yang
hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada ip&thetlaerah antara lain
untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagi dyidaeningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandoleerah dan
meningkatkan daya saing daerah dalam proses parhanb

Istilah pemerintah daerah sering digunakan berdagapi dengan kata
local governmentiKaho yang dikutip oleh fitriyah (2001:112) menggardkan
local governmensebagai :

“Bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa lyardaulat yang dibentuk
secara politis berdasarkan Undang-Undang yang idinldmbaga atau badan
yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masydrderah tersebut, dan
dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat pemtoremungut pajak serta
memberikan pelayanan kepada warga yang ada didalayah kekuasaannya”.
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Berikut, Hosein yang dikutip oleh Muluk (2005:10)engungkapkan
bahwa local governmentmerupakan konsep yang dapat mengandung tiga
pengertian sebagai berikut :

a. Pemerintah lokal yang sering kali diperuntukkang#eriocal authorityyang
mengacu pada organ atau badan pemerintah.

b. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pkmerintah daerah
setempat (mengacu pada fungsi).

c. Bermakna daerah otonom.

Adanya kebijakan Pemerintah mengenai desentralisdsingan
pemberlakuan Otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tah#®9 dan UU No. 25
Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.Tzhun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tgnRerimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, miatdesempatan yang
nyata bagi adanya perubahan dalam mekanisme hubumgara pusat dan
daerah. Hal tersebut tidak saja mengindikasikartusp@mbaharuan dalam
hirarki kekuasaan pusat dan daerah, akan tetapi ogngindikasikan adanya
suatu perubahan paradigma berupa reorientasi kopseperintahan yang
memiliki pola sentralistik menjadi desentralistik.

Secara teoritis, desentralisasi diharapkan mampughasilkan dua
manfaat nyata yaitu :

a. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, daatkitas masyarakat
dalam pembangunan, serta mendorong hasil-hasil gegoiban di seluruh
daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potemgitersedia di
masing-masing daerah.

b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melal@rgeseran peran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahg paling rendah
yang memilikki informasi yang paling lengkap.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat eni&arb
kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daeralk menggali
potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka pextgn otonomi daerah demi
peningkatan perekonomian daerah dan kesejahterasyanakat. Perubahan

paradigma tersebut telah memberikan kesempatan kesykepada daerah

14



dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangaanseperti
meningkatnya peranan dan kewenangan Kabupaten/Kaitag bersifat
operasional dan berhubungan langsung dengan kegratesyarakat sesuai
dengan titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah.
Secara umum, daerah otonomi memiliki ciri-ciri sgdieberikut :
a. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakarsendiri
tanpa interensi dari pihak luar.
b. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan meulcar
pimpinan daerahnya.
C. Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengelolargan
dalam membiayai kegiatan rumah tangga Pemerintahnya
Menurut Priyatmoko dalam Mogid (2000:15) menjelaskbeberapa
karakteristik Otonomi Daerah sebagai berikut :

a. Rakyat atau masyarakat setempat memilki kesempauiark berpartisipasi
dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan

b. Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akah kesponsif dan
akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertangg jawab dan
transparan dalam menjalankan kekuasaannya.

c. Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyatatdagai komponen
dalam masyarakat.

d. Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan sahiaggkoreksi ke arah
penyelenggaraagooddanclean governance.

e. Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif ki@atif mencari jalan
untuk mewujudkan kehidupan bersama.

f. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pertgelolaan
sumber daya daerah hendaknya menjadi lebih efisiarefekiif.

Berdasarkan pengertian dan beberapa karakteresSklut diatas, secara
urusan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mkamphak dan kewajiban
daerah-daerah otonom untuk mengatur dan menguniaghriangganya sendiri
sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan asedengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanyabrtodaerah tersebut
segala urusan daerah menjadi kewenangan penyetarqgaerintahan daerah.

B. Pemerintahan Daerah
Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan dakiah pelaksanaan

fungsi pelayanan kepada masyarakat, yaitu mengegragalokasian sumber
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daya yang ada untuk diberikan kepada masyarakaanDdal ini, untuk
meningkatkan kualitas pelayanan maka pemerintakdn pidekatkan kepada
masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pemahipusat perlu membagikan
beberapa kewenangannya kepada pemerintahan daesdm drangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dekaamlemgsyarakat.

Menurut Handayaningrat (1992:154) bahwa definigrafur pemerintah
yaitu orang-orang yang menduduki jabatan dalam nkedgyaan pemerintah
(Badan Eksekutif) yang meliputi :

a. Pejabat Negara yang berstatus dalam bidang pemtesm{ Eksekitif) yaitu :
1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Menteri-menteri
3. Gubernur
4. Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa panuh didalgoulille Indonesia
maupun diluar Indonesia
b. ABRI yang bertugas didalam keamanan dan ketertiban
c. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sigiaerah
d. Pegawai Negeri yang bertugas pada perangkat Ddeedlan
e. Aparatur perekonomian Negara yaitu :
1. Bank-bank milik Negara dan daerah yang memberikalaypnan atas
jasa-jasa perbankan
2. BUMN dan daerah yang memberikan pelayanamadah masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. & t2003 tentang
Pedoman Organisasi, perangkat daerah yang dimaesaghn perangkat daerah
adalah organisasi/Lembaga Pemerintah yang terdin sekretariat daerah,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatasatizan polisi pramong praja
sesuai dengan dengan kebutuhan daerah. Maka dé&paipulkan bahwa
prangkat daerah daerah memiliki tujuan utama unmehkyelenggarakan urusan
otonomi, Pemerintah dan pembangunan daerah baikpingro maupun
Kabupaten/kota.

Adanya kebijakan Pemerintah mengenai desentralisdsingan
pemberlakuan Otonomi Daerah melalui UU No. 22 Tah@®9 yang kemudian
direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemt@nan, memberikan
kesempatan yang nyata bagi adanya perubahan da&kanieme hubungan
antara pusat dan daerah. Hal tersebut tidak sajagindkkasikan suatu

pembaharuan dalam hirarki kekuasaan pusat dan hjaekan tetapi juga
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mengindikasikan adanya suatu perubahan paradignupdeeorientasi konsep

pemerintahan yang memiliki pola sentralistik menjddsentralistik. Secara

teoritis, desentralisasi diharapkan mampu mendtasidlua manfaat nyata yaitu

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, daatkitas masyarakat
dalam pembangunan, serta mendorong hasil-hasil g@gniban di seluruh
daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan pg@mgitersedia di
masing-masing daerah.

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melaliergeseran peran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahg paling rendah
yang memilikki informasi yang paling lengkap.

Pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan peahamnbertujuan
mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekpéfayanan kepada
masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyatakem penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Hal ini tentu perlu didukuled @paratur pemerintahan
yang bersih, profesional, netral, akuntabel daralgeja, sehingga dapat
mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan rasio

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Pusat eniéaib
kewenangan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerafk menggali
potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka pextgn otonomi daerah demi
peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteramyanakat. Perubahan
paradigma tersebut telah memberikan kesempatan lyssg kepada daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangumanseperti
meningkatnya peranan dan kewenangan Kabupaten/K@atag bersifat
operasional dan berhubungan langsung dengan kegmatsyarakat sesuai
dengan titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Petatean Daerah
pasal (1) dinyatakan bahwa yang tersebut dengareftegah Daerah adalah
kepala daerah beserta aparat otonom yang lain aiebadan eksekutif daerah,
daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan mé&ayarukum yang
mempunyai batas daerah tertentu yang kewenangagatuendan mengurus
kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kes&epublik Indonesia.
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Sebagaimana pasal 1 Undang-undang No0.32 tahun 260¢ng
Pemerintah Daerah, yang dimaksud deangan PemeriDadrah adalah
penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh i&herdan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengasippNegara Satuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Updawang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkarefigah Daerah adalah
gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat ataesebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi bekdasacriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengamperhatikan keserasian
hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan peatenm yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggalakaiasarkan criteria di
atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang  bersifagjib, w
diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupateau akota, sedangkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifilianp hanya dapat
diselenggarakan oleh daerah yang memiliki poteesnggulan dan kekhasan
daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pergejau otonomi daerah.
Hal tersebut dimaksudkan untuk efisiensi dan memlkaa sector unggulan
masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasanfeatan sumber daya
alam.

1. Penyelenggaraan Urusan wajib

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah meampakusan.
Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 PP N@B8n 2007 urusan
tersebut terdiri atas :

a. Pendidikan
. Kesehatan
. Ketenagakerjaan

b

Cc

d. Penataan ruangan
e. Pekerjaan umum
f

Perencanaan pembangunan
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2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasght62aadalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotamgk umeningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondispatansi unggulan daerah
yang bersangkutan. Urusan pilihan sebagaimana dudakpada ayat 3
meliputi:
a. Kelautan dan perikanan
b. Pertanian
c. Kehutanan
d

. Energi dan sumber daya mineral

C. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
1. Pengertian
Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Widjja (228) adalah unsur
aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyayakgtdengan kesetiaan dan
ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara danerit¢am dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan
PNS Pusat adalah PNS yang gajinya dibebankan pe&NAlan bekerja
pada Departemen, Kejagung, Kesekretariatan LemKagaesidenan, Kantor
Meneg, kepolisian Negara RI, LPND, Kesekretaridtambaga Tertinggi atau
Tinggi Negara. Jenis pegawai negeri terdiri dad gaitu:
a. Pegawai Negeri Sipil, meliputi:
1) Pegawai Negeri Sipil Pusat
2) Pegawai Negeri Sipil Daerah.
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
c. Anggota Kepolisian Negara Kepolisian Republik Inesia.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dagebut Pegawai
Negeri Sipil adalah :
a. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaini@mndéukian dalam
perundang-undangan yang berlaku;
b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;

c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atas taganya;
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d. Digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yargiie
2. Pengadaan PNS

Dasar Hukum :

a. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
b.PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PR8®ahun 2000
tentang Pengadaan PNS

1) Pengadaan PNS dilakukan mulai dari : Perencanagumuman,
pelamaran, penjaringan, pengangkatan CPNS sampapade
pengangkatan menjadi PNS ( PP No. 98 Bab | RaAgat 1 )

2) Pengadaan PNS dilaksanakan oleh Pejabat Pembinag&&pian
(PP No. 98 Bab | Pasal 2 Ayat 2)

3) Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyséerkpatan
yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memseyatat —
syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerirfe&hNo. 98 Bab |
Pasal 3)

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, petampaentasi, dan
induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif @disien membantu

tercapainya tujuan perusahaan.

Pengadaan PNS dilakukan mulai dari: Perencanaangupaiman,
pelamaran, penjaringan, pengangkatan CPNS sampaadepengangkatan
menjadi PNS (PP No. 98 Bab | Pasal 2 Ayat 1)gBdaan PNS dilaksanakan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PP No. 98 BasdlR2 Ayat 2). Setiap
Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempgag sama untuk
melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat —tsyamg ditentukan dalam
Peraturan Pemerintah (PP No. 98 Bab | Pasal 3).

3. Pengumuman Pengadaan PNS:
a.Lowongan formasi PNS diumumkan seluas—luasnya dRsjabat
Pembina Kepegawaian;
b. Pengumuman dilakukan paling lambat 15 hari sebeltanggal
penerimaan lamaran. Dalam Pengumuman tersebuttaiokan hal-hal
sebagai berikut (PP No. 98 Bab Il Pasal 5) :
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1) Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

3) Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan

4) Batas waktu pengajuan lamaran.

4. Recruitment Pegawai Negeri Sipll

Menurut Sondang (2002:43) maksud dan tujuan daadakannya
rekruitment adalah mendapatkan persediaan sebamyaigkin calon-calon
pelamar sehingga organisasi mempunyai kesempatag lgbih besar untuk
melakukan pilihan terhadap calon pekerja yang djapgmempunyai standar
kualifikasi organisasi. Proses rekruitmen berlangsmulai dari saat mencari

pelamar sehingga pengajuan lamaran oleh pelamar.

Pengertian rekruitmen menurut Moekijat (1995:30plakd penarikan
tenaga kerja atau proses menemukan dan menarikngefgelamar yang cakap
untuk melamar pekerjaan. Rekruitmen PNS adalalu qurases kegiatan untuk
mengisi formasi yang lowong dalam suatu satuanniggai negara yang pada
umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil pangenti, baik berhenti
atas permintaan sendiri, diberhentikan tidak derfgznmat, meninggal dunia,
mutasi jabatan, pensiun maupun terjadinya pengegaamrganisasi. Oleh
karena itu rekruitmen CPNS merupakan pengisian derrgang lowong atau
tersedia, maka rekruitmen tersebut hendaknya difelisan atas dasar analisis
kebutuhan pegawai, baik dalam arti jumlah (banyakmegawai yang
dibutuhkan), kualitas (kualifikasi pendidikan yandiperlukan) maupun
kompetensi yang diperlukan.

Analisis kebutuhan pegawai sangat penting dilakidebelum melakukan
recruitmen PNS karena hal ini merupakan prosesissaecara logis dan
teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawaag dibutuhkan oleh
suatu organisasi agar dapat dan mampu melaksanagasnya dengan baik

secara berdaya guna dan berhasil guna serta beakdsingan.

Dalam proses recruitment, terdapat berapa-beedy@gan. Tahap-tahapan
tersebut antara lain :

1. Penentuan dasar penarikan
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Dasar penarikan harus berpedoman pada spesifikk&rjpan yang telah
ditentukan untuk menduduki jabatan tersebdbdb specification harus
diuraikan secara terinci dan jelas agar para pelamengetahui kualifikasi
yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut.
2. Penentuan sumber-sumber penarikan
Sumber penarikan calon karyawan dapat berasalimarnal dan eksternal
perusahaan/organisasi, antara lain :
1) Sumber Internal
Sumber internal adalah karyawan yang akan meraysirigan kerja yang
lowong diambil dan dalam perusahaan tersebut, yakemgan cara
memutasikan atau memindahkan karyawan yang memespasifikasi
pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan bersgatikal (promosi
ataupun demosi) maupun bersifat horizontal. Jiksilmada karyawan yang
memenuhi spesifikasi pekerjaan sebaiknya pengigaratan tersebut
diambil dari dalam perusahaan, khususnya untukgabmanajerial. Hal ini
sangat penting untuk memberikan kesempatan propagsikaryawan yang
ada.
Ada kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahanbsuninternal
antara lain :
a) Kebaikan-kebaikan sumber internal
1. Meningkatkan moral kerja dan kedisplinan karyawkarena ada
kesempatan promosi
Perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar tefh@erusahaan.
Biaya penarikan relatif kecil, karena tidak perlanmasang iklan.
Waktu penarikan relatif singkat.

Orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi.

3 o 92900

Kestabilan karyawan semakin baik.
b) Kelemahan-kelemahan sumber internal
1. Kewibawaan karyawan yang dipromosikan itu kurang.
2. Kurang membuka kesempatan sistem kerja baru datansghaan.
Pengangkatan tenaga honorer merupakan recruitmembes internal,

dimana penarikkan dilakukan dari dalam kepegawaiasendiri.
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Tabel 2
Data jumlah PNS dan tenaga honorer Kabupaten Malang

berdasarkan usia.

NO | Usia (Tahun) PNS Tenaga Honorer
1 51 -60 4.352 168
2 41 - 50 10.082 504
3 31-40 2.285 673
4 21 -30 316 336
JUMLAH 17.035 1.681
Catatan : keadaan sampai akhir bulan Desember 2007

Jumlah PNS dan Tenaga Honorer yang sudah terdaia Bhdan
Kepegawaian Kabupaten Malang tersebut akan mekaperdkemudahan
dalam pelaksanaan pengangkatan Tenaga Kerja Honwmgjadi pegawai
negeri sipil walaupun kemungkinan kurang begituidvathengenai jumlah
yang ada.

2) Sumber Eksternal

Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mejgjisitan yang
lowong dilakukan penarikan dari sumber-sumber tan&grja di luar
perusahaan.

Adapun kebaikan-kebaikan sumber eksternal antara la
a. Kewibawaan pejabat relatif baik.

b. Kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lehi ba

Selain itu, kelemahan-kelemahan sumber eksternataalain :

a. Prestasi karyawan lama cenderung turun karena tdik kesempatan
untuk promosi.

Biaya penarikan besar karena iklan dan seleksi.

Waktu penarikan relatif lama.

Orientasi dan induksi harus dilakukan.

Turnovercenderung akan meningkat.

- ® 2 0 T

Perilaku dan loyalitasnya belum diketahui.

3) Metode-metode penarikan
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Metode penarikan akan berpengaruh besar terhadamloaya lamaran

yang masuk ke dalam perusahaan. Metode penarikan karyawan baru

antara lain :

a. Metode tertutup

ketika penarikan hanya diinformasikan kepada pasydvan atau
orang-orang tertentu saja. Akibatnya, lamaran yamgsuk relatif
sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan warygang baik

sulit.

b. Metode terbuka

ketika penarikan diinformasikan secara luas dengamasang iklan
pada media massa cetak maupun elektronik, agaebtdrduas ke
masyarakat. Dengan metode terbuka diharapkan lanbarayak masuk
sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan gaalified

lebih besar.

5. Persyaratan Pelamar CPNS :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggjitiya 35 tahun;

C.

Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berlasaKeputusan
Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yatap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak p&mintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau dibéraertidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta;

. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan hkgilan yang

diperlukan;

. Berkelakuan baik;
. Sehat jasmani dan rokhani;

. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Ridplidonesia atau

Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan gabat

24



Pengangkatan sebagai CPNS dapat dilakukan bagkanga@mg melebihi usia
35 tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dildkesaisacara selektif.
(PP No. 11 Tahun 2002 Pasal 6 Ayat 2 )

6. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

Setelah proses rekruitmen selesai dilakukan, yasrgrtd jumlah para
pelamar telah diketahui, langkah selanjutnya adatl@ngadakan seleksi.
Langkah ini pada hakekatnya merupakan konsekuemsipgnerapan prinsip
"a square peg in arround hole"atau menempatkan orang pada tempat yang
tepat, sesuai dengan keahliannya. Seleksi didiédamssebagai serangkaian
langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskpakah seorang
pelamar aditerima atau ditolak, dalam satu instemgnstu setelah menjalanani
serangkaian tes yang dilaksanakan (tes kompetangigikotes).

Namun demikian, seleksi dengan metode yang tepaimbeentu
menjamin akan mendapatkan calon-calon pegawai lyangr-benar dibutuhkan
oleh organisasi, melainkan sangat tergantung ddepatan analisis kebutuhan
pegawai sebab jika hasil analisis kebutuhan peggavey di dalamnya termasuk
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para peladsd tepat, maka hasil yang
diperoleh pun tidak akan tepat pula. Sehingga pdiduat analisis kebutuhan
pagawai secara cermat sesuai dengan kebutuhanisagjanladi perpaduan
antara ketepatan analisis kebutuhan pegawai dasdmetleksi yang tepat akan
sangat berperan dalam pencapaian atau peroleham gajawai yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

Moekijat (1989:45). Mengemukakan beberapa macaan wiang dapat

diterapkan dalam melakukan seleksi, antara laiagatberikut :
a. The Test Battery

Maksud The Test Batteryadalah beberapa tindakan yang umumnya
digunakan untuk memilih atau menyeleksi pelamapede : pengumuman
mengenai syarat-syarat minimum, penilaian pendiditan pengalaman, ujian
tertulis, ujian praktek, ujian lisan, penilaian &kapan dan lain-lain. Beberapa
tindakan tersebut digabung ke daldanbattery of test”, “a group of test*
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artinya beberapa cara seleksi berbeda —beda, ymstigabungkan untuk
menentukan kemampuan dan kecakapan pelamar.
b. Achievement Test and Attitude Test

Achivement tesberusaha mengukur kecakapan pelamar di saat ia had
diuji dengan tujuan mengetahui perlengkapan apgkaly ada pada pelamar
dalam hubungannya dengan tugas-tugas pekerjaan akarg dilaksanakan,
bukan kemungkinan-kemungkinannaya, yakni apa yanggkin ia cakap
kerjakan. Sedangkaittitude testyaitu ujian untuk mengetahui bakat pelamar
setelah ia diterima, bukan kecakapannya mengerjalkgas-tugas setelah
diangkat.
c. Personality Test

Personality Test ini adalah jenis ujian kepribadian yang umumnya
dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui gifet-kepribadian
pelamar. Ujian kepribadian umumnya didasarkan p¢sslekatan ‘the trait
profile “ (tampang, perangai). Pada pendekatan ini, jawgedammar atas
serangkaian pertanyaan di analisis sehingga mekkarjusifat-sifat, seperti
pengaruh, kegiatan, ramah tamah, keseimbangan, raekghina, reflektif,
suka bekerja sama dengan orang lain, percaya padaseahdiri dan
sebagainya.
d. Ujian ObyektifdanUjian Subyektif

Jenis ujian obyektif adalah seperiultiple-choise dan true-false
sedangkaressayadalah jenis ujian subyektif. Ujianultiple-choisedantrue-
false karena telah ditentukan jawaban-jawaban yang bdnamberarti ada
kunci nilai yang pasti. Sedangkan ujian essay diat subyektif karena tidak
ada standar nilai yang pasti, sehingga penguji peatlai memberikan nilai
yang sama atas jawaban pelamar.
e. Performance Test

Ujian praktek sangat penting untuk pekerjaan-pelerjtertentu, seperti
juru tik, sopir, operator computer dan lain-lain.
f. Interest Test

Ujian dimaksudkan untuk mengetahui jenis inform@@n kegiatan apa

yang menjadi prioritas perhatian pelamar.
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g. Ujian Lisan
Ujian ini biasanya sebagai pendamping ujian textdén digunakan untuk
mengkaji pengetahuan dan kecakapan seorang pelsebab ujiamultiple-

choisedantrue-false ada kemungkinan pelamar menjawab secara spekulasi

Menurut Thoha (1983:50), dalam administrasi kepegaw dikenal
beberapa macam sistem seleksi CPNS yaitu:
a. Sistem PatronigPratonage System)

Sistem ini biasanya dikenal dengan istilah sisteawdn, karena
pertimbangan yang digunakan dalam mengangkat seggonenjadi calon
pegawai negeri sipil adalah berdasarkan kawan.er8istini kurang
memperhatikan keahlian dan keterampilan seseotampe
b. SistemKarir (Career Systejn

Sistem karir dapat dibedakan atas dua macam yastens karir tertutup
dan sistem Kkarir terbuka. Sistem Kkarir tertutupladasuatu sistem yang
menentukan batas umur minimum untuk pengangkatag yeertama, dan
pengisiannya untuk jabatan-jabatan yang ada teybb#mi orang dalam
instansi itu saja. Sedangkan sistem Kkarir terbulkanberikan peluang bagi
orang dari luar instansi itu untuk menduduki jabatgang ada dalam
organisasi, asalkan mempunyai kecakapan dan kenzamyang diperlukan
dan dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.

c. SistemMerit (Merit System)

Sistem ini didasarkan atas kecakapan seseorang)ggahsistem ini
dipandang lebih obyektif. Sistem merit ini munceledah praktek administrasi
kepegawaian yang bersifat partisaspdil system, nepotigmdinilai
menghalangi upaya organisasi untuk menyediakamuamanfaatkan tenaga
kerja yang berkualitas yang diperoleh secara koitifp#tpasar tenaga kerja.
7. Penyaringan :

Tugas Panitia Penyaringan menurut PP No. 8 BalPdBal 7 Ayat 2

yaitu:

1. Menyiapkan bahan ujian;

2. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
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3. Menentukan tempat dan jadwal ujian;
4. Menyelenggarakan ujian;

5. Memeriksa dan menentukan hasil ujian.

D. Tenaga Honorer
1. Pengertian Tenaga Honorer

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkatRagbat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahkumelaksanakan tugas-
tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yanghasilannya menjadi beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalatespreegiatan
pengisian formasi yang lowongan dimulai dari peas@a@n, penetapan nama
yang akan diangkat, seleksi administrasi, penetagdn samapai dengan
pengangkatan CPNS yang berasal dari tenaga honorer.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengangkataagae honorer
menjadi CPNS diprioritaskan mengisi lowongan form@naga pelayanan
dasar, penyeluruh, dan tenaga teknis lainnya yalagutan melalui seleksi
administrasi secara khusus. Pengangakatan tenagarehomenjadi CPNS
tersebut harus dilaksanakan secara objektif, didasaatas syarat-syarat yang
telah ditentukan, serta tidak membedakan jenisnkelasuku, agama, ras,
golongan,atau daerah.

Adapun tujuan dari pengangkatan tenaga honorealad®@raturan Kepala
Badan kepegawaian Negara ini digunakan sebagainpmedadbagi Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yarkgitedlalam pelaksanaan
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, gunaamignjransparansi dan
mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalalggieasilan pokok
yang secara tegas tercantum dalam alokasi belaegawai/upah pada
APBN/APBD.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentamgbalean atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tantamgapgkatan tenaga

honorer menjadi calon pegawai negaeri sipil (CPNS).
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ini memlpgtuang bagi
tenaga kerja honorer untuk menjadi calon pegawajemesipil, tetapi
diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sepdgaaga guru, tenaga
kesehatan, tenaga penyeluruh di bidang pertanenkaman, peternakan, dan
tenaga teknis. Adapun ketentuan pengangkatan tenagarer sebagaimana
dimaksud berdasarkan pada pembatasan usia patiggi #6 (empat puluh
eman) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belakunt Selain itu,
pengangkatan tenaga honorer yang diprioritaskan tesmgga honorer yang
mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usiangajaiang 46 (empat
puluh enam) tahun.

2. Penjelasan PP No. 48 tahun 2005 tentang penganketeaya kerja
honorer menjadi CPNS

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemeamtabaik pada
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerahgiagebdilakukan oleh
tenaga honorer. Di antara tenaga honorer terselauyang telah lama bekerja
pada pemerintahan dan keberadaanya sangat dibataldtapemerintah.

Mengingat masa kerja mereka dan keberadaannyatsdibgéuhkan oleh
pemerintah, daam kenyataannya sebagian tenagaendamebut telah berusia
lebih dari 35 tahun dan berdasarkan peraturan gangiundangan tidak dapat
diangkat menjadi CPNS, maka bagi mereka perlu ittitserperlakuan secara
khusus dalam pengangkatan menjadi CPNS.

Dalam Peraturan Pemerintahan ini, bagi tenaga bBongeng berusia
paling tinggi 46 tahun dan telah bekerja selamatum atau lebih maka, dapat
diangkat menjadi CPNS, setelah melalui seleksi ahtnatif, disiplin,
integritas, kesehatan, dan kompetensi. Selanjubag tenaga honorer yang
bekerja kurang dari 20 tahun, pengangkatannya mieQBNS selain seleksi
administratif, disiplin, integritas, kesehatan, d&ampetensi, mereka juga
diwajibkan mengisi/menjawab daftar pertanyaan meag@engetahuan tata
pemerintah/kepemerintahan yang baik antar sesamagde honorer yang
pelaksanaannya dilakukan terpisah dari pelamar urgang bukan tenaga
honorer, dengan pengelompokkan sebagai berikut :
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a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tadam bekerja selama 10
tahun sampai dengan kurang 20 tahun secara teneruse

b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tatiam bekerja selama 5
tahun sampai dengan kurang 10 tahun secara teneruse

c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tattam bekerja selama 1
tahun sampai dengan kurang 5 tahun secara terusrusen

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan Ehuglan
mengecualikan beberapa pasal dalam Peraturan PeamheNo. 98 tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaieala diubah dengan
Pereturan Pemerintah No. 11 tahun 2002.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasdkaaturan
Pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga hentersebut memenuhi
syarat yang ditentukan, baik syarat administratdupun syarat lain yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan amaPerundang-undangan
lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah inipdik&an prioritas jenis tenaga
honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS. Demikiga urutan prioritas usia
dan masa kerja sebagai tenaga honorer yang akgadnpartimbangan dalam
pengangkatan menjadi CPNS. Tenaga honorer yangksiirdadalam Peraturan
Pemerintahan ini termasuk guru bantu, guru honony wiyata bhakti, pegawai
kontrak, pegawai tidak tetap, pegawai honorer damnliin yang sejenis dengan
itu.

3. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indordsmaor 43 Tahun
2007 Tentang Perubahan atas Peraturan PemerintatorNg8 Tahun
2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjaldin GRegawi
Negeri Sipil

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48unré&005
tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi cadmawai negeri sipil,
pemerintah telah melakukan pendaftaran semua tehagarer dan telah
dilaksanakan pengisian daftar pertanyaan. SelagutrPejabat Pembina
Kepegawaian telah mengangkat sebagaian tenaga emomoenjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mend@masi yang lowong

dalam tahun anggaran 2005.
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Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RaraRemerintah

Nomor 48 Tahun 2005 tersebut dan untuk kelancamgaelaksanaan dan

penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjbh Bagawai Negeri Sipil,

perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Perataraerifah dimaksud.

Pada prinsipnya beberapa ketentuan yang diubaimd®&eraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, antara lain memngeeentuan usia yang

dikaitkan dengan masa kerja, kewenangan penenagnaldterpencil atau yang

tertinggal dan kriterianya, serta pembebanan bpslaksanaan pengangkatan

tenaga honorer menjadi Calon pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bebeepagai berikut :

1. Penghasilan tenaga honorer dari Anggaran pendapdtan Belanja

2.

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerathguabghasilan pokok

secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pégpaia pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran PendapataBefanja Daerah.

Dalam hal ini penghasilan tenaga honorer tidak reetagas tercantum

dalam alokasi belanja pegawai/upah pada Anggaradapatan dan Belanja

Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraha tealkga honorer

tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayé&h oAnggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Instansi pemerintah adalah

a.

Instansi pemerintah pusat yang organisasinya g@iara dengan
Peraturan Presiden dan Pejabat Pembina Kepegawgemng
bersangkutan setelah mendapat persetujuan tedatisMenteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparadara.

Instansi pemerintah daerah organisasi atau perand@rahnya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkampedgang diatur

dalam Peraturan Pemerintah.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dgsk dengan pendekatan
kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitiarpemulis ingin memberikan
suatu gambaran atau pendeskripsian dan analiska segaatu yang terjadi pada
lokasi penelitian berdasarkan data-data yang digleirmelalui serangkaian kata-
kata. Penelitian deskriptif merupakan suatu tekpéngumpulan data yang
diberikan tanpa penjelasan produktif maupun hipstgsng dibuktikan melalui
penelitian. Adapun datanya berupa gambar-gambaradgka-angka/kata-kata
yang diinterpretasikan melalui pertanya atau kalikeimat dengan
membandingkan antara data yang telah di dapat detegai dalam literatur
yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hagiarti bahwa data yang
telah di dapat dari instansi disesuaikan dengamhékalimat atau pertanyaan-
pertanyaan untuk memperoleh suatu gambaran yaitg jelas dan mengarah
pada kesimpulan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2000:#)endefinisikan
“Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur yang ghesilkan data kualitaif
berupa kata-kata tulis maupun lisan dan orang-oasag perilaku yang diamati
yang diarahkan pada latar dan individu secara tiloli@tuh)”. Penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuartuk memperoleh makna
yang mendalam tentang suatu fenomena dengan jadsngumpulkan fakta-
fakta dan keterangan yang berhubungan dengan fdé&ustujuan penelitian.
Untuk melaksanakan penelitian dengan pendekatalitdtiiaseorang peneliti
harus memperhatikan ciri-ciri yang mencakup: amaldeskriptif , proses,
adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dgsaig bersifat sementara
serta hasil penelitian yang dirundingkan dan dikapdersama. Jadi dalam hal
ini tidak boleh mengisolasikan individu atau orgasi ke dalam variabel atau
hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagiaisuatu keutuhan.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode pepglam data yang
diperoleh pencatatan atas pengamatan fakta yartpdiedilihat, observasi

partisipatif, interview, dan dokumentasi.
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Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui eoo&n-dokumen maupun
wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteitk secara tekstual
maupun kontekstual. Untuk dapat menjelaskan berbagkna data yang

terkumpul, maka penelitian ini bersifat analisis.

B. Fokus Penelitian
Fokus menurutMoleong (2000:297)sangat diperlukan dalam kegiatan
penelitian, karena dalam penentuan fokus penelitiamiliki dua tujuan:

1) Penetapan fokus penelitian akan membaiadyyang akan dibahas oleh
peneliti.

2) Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kritem&usi-ekslusi
(memasukkan-mengeluarkan) suatu info yang diperaah lapangan.
Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seoramgifpéahu persis data
atau info apa yang dikumpulkan dan data atau indmanyang walaupun
menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukka dalam sejumlah
data yang sudah dikumpulkan.

Dalam Pedoman Penyusunan dan Ujian Skripsi (20Dfufya menyebutkan

bahwa fokus penelitian adalah mengemukakan tengemgetapkan masalah

yang menjadi pusat perhatian penelitian.

Dari penjelasan di atas, maka sangat jelas bahvkas fgpenelitian
merupakan pokok permasalahan awal yang ditetapiirk wliteliti. Penentuan
fokus penelitian akan memudahkan dalam pengumpdaia dan dapat
dikembangkan sesuai dengan keaadan tempat lokasi.

Situs penelitian adalah letak atau tempat pena@ngungkapkan keadaan
sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ilakukan di Badan
Kepagawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malarignilthkarenakan:

1. Kedekatan peneliti untuk dapat lebih lanjut ikutrtsedalam
penelitian secara mendalam.

2. Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu orgapeesigkat
daerah yang tugasnya pokok melaksanakan kewenatagaah di bidang
pengelolaan kepegawaian sesuai dengan kebijakahekeperah.

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah :

1. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS

a) Tahap perencanaan dan persiapan

b) Formasi
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c) Tahap seleksi administrasi
1) Persyaratan Administrasi
2) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan
administrasi.
2. Permasalahan dalam proses pengangkatan tenag&homanjadi CPNS
a) Usia

b) Masa Kerja

C. Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akgkan penelitian
terhadap obyek yang akan diteliti maka lokasi geaelini di wilayah kerja
pemerintah Kabupaten Malang khususnya di Badan ¢epa&ian Daerah.
Pengertian situs itu sendiri adalah menunjukkarnadensebenarnya peneliti
dapat menangkap keadaan dari obyek yang akantidselingga data-data yang
akurat dapat diperoleh.
Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Dhaerm@emerintah
Kabupaten Malang, Hal ini dikarenakan :
1. Kedekatan peneliti untuk dapat lebih lanjut ikutselalam penelitian secara
mendalam.
2. Badan Kepagwaian Daerah meruapakan suatu orgapeasigkat daerah
yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan daéralbidang

pengelolaan kepegawaian sesuai dengan kebijakatakeperah.

D. Sumber dan Jenis Data

Agar dapat diperoleh data yang lebih akurat, makakumenggali dan
mengumpulkan data yang dimaksud diambil dari bexbsigmber. Sumber data
merupakan tempat, orang atau benda dimana pedegbiéit mengamati, bertanya
atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan detogan yang diteliti.
Sumber data yang dimaksud dapat dibedakan antara deang yang
memberikan sumber data berupa kata-kata (informamnpat yang berkenaan
dengan terjadinya peristiwva yang diteliti, dan dokam sebagai sumber data

dalam bentuk tertulis.
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Menurut pendapakofland dalam (Moleong, 2006:15Mengemukakan

bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif idkalta-kata dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumerladatain. Keberadaan

data dapat dijadikan sebagai sumber informasi b&bhaan untuk mengetahui

apa yang kita teliti.

1.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sluaber data yaitu:
Informan
Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsuagi dumber asli
sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Dattedislapat dari hasil
wawancara peneliti dengan pihak-pihak di dalamkiumgan Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang dan pihak lain yang damahimeri informasi
terkait dengan Pelaksanaan Reformasi Kebijakan kistruOrganisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang.
Dokumen
Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleangrluar peneliti
sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhng#a dasli. Data ini
merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatmnireemisal skema dan
bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yangligeryakni seperti
Undang-undang No0.32 Tahun 2004, Perda No. 4 Tald@4,2Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan peraturan-paratiain yang
bersangkutan ataupun arsip-arsip yang relevan depeyzelitian ini.
Sedangkan jenis data yang dipergunakan dalam panehi adalah:
1) Data Primer
Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adgb@rnyataan
langsung. Data yang diperoleh secara langsung paddu peneliti
berada dilapangan dengan tujuan untuk mengetalgalasénal yang
berkaitan dengan penelitian dari pihak-pihak yaregkait pada
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang daskdain serta
dapat memberi informasi terkait dengan Pelaksan&®iormasi
Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Fatah Kabupaten
Malang. Data primer disebut juga data asli ataa datru. Data primer
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dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukavancara
dengan informan yang berada dalam tempat yangtiditel
2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundefadddokumen-
dokumen resmi atau arsip-arsip. Selain itu, jugakdkan studi pustaka
untuk memperoleh kerangka pemikiran dan landasani tgang
menunjang proses penelitian. Dokumen digunakanndgtenelitian
sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokudagrat
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan kumteramalkan.
Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumeeapakan sumber
yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga bergebagai bukti

untuk suatu penguijian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah langkah yang sangat pedatam metode
ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahadlapat dipergunakan untuk
memecahkan masalah.Untuk dapat menjawab permasalatean penelitian ini
diperlukan data atau informasi akurat dari sumlbenkser yang dapat dipercaya.
Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan gatg relevan dengan
obyek yang diteliti adalah :
1. Studi Literatur
Dalam studi literatur ini data diperoleh dari bubwku literatur, jurnal-jurnal
penelitian, makalah-makalah, majalah dan suratrkagfarensi atau rujukan
dari penelitian sebelumnya mengenai peristilahanarkgka pemikiran dan
teori yang ada serta relevan dengan pokok bahasanditeliti.
2. Wawancaralfterview)
Wawancara merupakan teknik pengumpilan data dengargadakan tatap
muka face to Facg secara langsung dengan cara berdialog dan tanya
jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pyang terkait
lainnya. Guna memperoleh informasi atau data sgetaa dan mendasar,
juga untuk menjalin hubungan dengan responden ragarpelancar dalam

proses penelitian.
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3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan atau pengataaigsung pada objek
di lapangan terhadap gejala-gejala atau fakta-fglatay dijumpai dengan
mencatat hal-hal yang diperlukan, sehingga persel¢ara nyata mengetahui
keadaan yang sebenarnya dari objek tersebut. Twbs@rvasi ialah untuk
mendeskripsikan latar yang diobservasi dan kegiadatisipasi yang terjadi.
Penggunaan observasi langsung sebagai cara menigampuata
mempunyai beberapa keuntungan :

a) Dengan cara observasi langsung, terdapat kemumgkimauk
mencatat hal-hal, prilaku, pertumbuhan, dan sebggasewktu
kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaksebart terjadi.
Dengan cara observasi, data yang langsung mengefadu yang
tipikal dari objek dapat dicatat dengan segera, dalak
menggantungkan data dari ingatan seseorang.

b) Observasi langsung dapat memperoleh data damlsiigjk yang
tidak dapat berkomunikasi secara verbalatau yarkg reau
berkomunikasi secara verbal.

4. Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memoancatat serta
mempelajari data dari sejumlah arsip atau dokuresmiryang ada di lokasi
penelitian yang dianggap penting dan mempunyavaeks dengan masalah

yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen peneltian merupakan alat bantu yang digam untuk menggali
data dalam penelitian, sehingga kegiatan peneldapat berjalan dengan baik
dan lancar.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterakan analisa data
yang digunakan, maka dalam penelitian ini yangitdak selaku instrument
penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peneliti itu sendiri dengan segenap kemampuannismdenenyerap dan

mengambil data di lapangan.
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2. Peralatan yang membantu peneliti selama melakularelipan seperti
pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, penaitigbung ke lapangan
sebagai pencari data untuk bahan peneliti.

3. Catatan Lapangarfrield Notg
Yaitu merupakan catatan untuk mencatat hasil-haslwancara dan

pengamatan yang dilakukan di lapangan.

G. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang amat pentirgrdabatu penelitian,
karena melalui proses ini data-data yang telahndgulkan akan dapat berarti
dan bermakna yang sangat berguna dalam memecahkaalam dalam
penelitian. Pada penelitian ini analisa data yaggrthkan adalah analisa secara
kualitatif artinya dari data-data yang ada diamalgedetail mungkin sehingga
dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Sedangkan pandangaviiles dan Huberman (1992:16nengenai analisis
data dalam penelitian di sini lebih menitik beratkgada alur kegiatannya.
Analisis data itu terdiri dari 3 alur kegiatan yategjadi, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penrikan kesimpulan atau «asifi

Adapun tahapan analisis dalam penelitiaadalah:

1. Reduksi Data
Yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang tydak perlu
dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikipa hingga
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik daredfikasikan.

2. Penyajian Data
Berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberdamungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan timddkangan melihat
penyajian data kita dapat memahami apa yang sedgadi dan apa yang
harus dilakukan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir datusanalisis data,
yang mana kesimpulan ini merupakan suatu gambaean peneliti

mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada.ilemdesimpulan
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dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelibariangsung.

Pengambilan kesimpulan terhadap data memlalui gprgsmsmahaman

terhadap hal-hal yang sering timbul, pola, atawihghn dan sebagainya.

Selanjutnya: “ketiga hal utama, yaitu reduksi dgianyajian data, dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai syatug jalin-menjalin pada

saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulanatiatalientuk yang sejajar,
untuk membangun wawasan umum yang disebut analiik¥s, 1992:19).

Gambar 1

Bagan Analisis Data Kualitatif

Pengumpulan
data

Penyajian
data

Reduksi
data

Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/Verifikasi

Sumber : Matthew B. Miles dan Michael A. Hubten, Metode Penelitian Kualitatif,
Ul Press, Jakarta, 1992, hd. 2

Memperhatikan bagan pada gambar 1 diatas darhag#ersebut yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesanpuerupakan sesuatu yang
jalin menjalin pada saat sebelum, selama, sesudagumpulan data dalam
bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yasepwt "analisis”.
Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisrsldggiatan pengumpulan data
itu sendiri merupakan proses siklus dan interdké@neliti harus siap bergerak
diantara empat’sumbu” kumparan itu selama penguampdbta. Selanjutnya
bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, ypgan, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Instansi Kabupaten Malang

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Malang

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinanwAkuunggul Ametung
yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawaku&saan Kerajaan Kediri.
Pusat pemerintah Singhasari saat itu berada di @urBpru setelah muncul Ken
Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul dan mamilkken Dedes, pusat
kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil alehgan Kerajaan Kediri.
Kediri saat itu jatuh ketangan Singhasari dan tstatusnya menjadi kadipaten.
Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai yajag bergelar Prabu
Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis {11822).
Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kepaydataram, kerajaan-
kerajaan di Malang jatuh ketangan Mataram, sepeattiya Kerajaan Majapahit.
Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demakalisssuknya agama Islam
yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu bemidaawah pemerintahan
Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipatPada masa-masa
keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawagehdaris Raden Paniji
Pulongjiwo. la tertangkap prajurit Mataram di DeBanggungrejo yang Kini
disebut Kepanjen. Hancurnya kota Malang saat kardil sebagai Malang Kutho
Bedhah.
Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategégai basis perlawanan
seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 — 16&Bhadap Mataram yang
dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkafNdantang. Awal abad XIX
ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenddvidlang seperti halnya
daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin olgbeB.
Bupati Malang | adalah Raden Tumenggung Notodiaingryang diangkat oleh
pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi fBubelenderal 9 Mei 1820
Nomor 8 staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malaegupakan wilayah yang
strategis pada masa pemerintahan kerajaan-ker&aktr-bukti yang lain, seperti
beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daeradlah ada sejak abad
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VIII dalam bentuk Kerajaan Kanjuruhan seperti yaegulis dalam Prasasti
Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempeit g|ada hari jum’at Legi

tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila dipergkan berdasarkan kalender
kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tangujah yang dijadikan

patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahur41@8Pendopo Kabupaten
Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhanghep berpakaian adat
zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan beipakkhas daerah Malang

sebagaimana ditetapkan.

b. Letak Geografis

Kabupaten Malang terletak di antara 112 17’ 10&0ai dengan 122 57°00.00”
Bujur Timur dan 7 44'55.11 sampai dengan 8 26’ B5ldntang Selatan. Posisi
wilayah Kabupaten Malang terletak pada ketinggi&®02500 meter diatas
permukaan laut, dengan kondisi daerah daratanitpagta ketinggian antara 500
sampai 3.600 meter diatas permukaaan laut. Bat@ss-bwilayah Kabupaten
Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jomb&adgipaten

Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bliakalaupaten Kediri.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolidgn Kabupaten

Lumajang.

Kabupaten Malang, setelah Batu menjadi kota yandifosendiri, memiliki Luas
Wilayah 297.705 hektar (2.977,05 BmDari luas tersebut hasil perhitungan
menunjukkan bahwa rata-rata luas desa di Kabupasgsng sekitar 7.69 K
Sedangkan lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten ngaladalah di jalan
Merdeka Timur No.3 dan Jalan K.H Agus Salim No.7lalg. Beedasarkan data
Bepekab Malang, secara keseluruhan Kabupaten Mataegipakan wilayah
berbukit dan bergelombang dengan berbagai kemititygag bervariasi dengan
pembagian sebagai berikut :

Lereng 0-2% seluas 57.633 Ha

Lereng 3-15% seluas 108.989 Ha
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Lereng 16-40 seluas 65.499 Ha
Lereng lebih dari 40% seluas 102.216 Ha
Kabupaten Malang merupakan wilayah heterogen sekalena dikeliling oleh
pegunungan. Wilayah daratan terdapat ditengah leabnpserta mampu secara
geografis bahwa wilayah kabupaten malang semakirtirkar dan ke barat
semakin terjal dan berbukit. Tanah kabupaten matabggian besar sangat subur
karena kedalaman humusnya, kecuali wilayah malaglgtasm dibentangkan
dengan pengunungan kendeng.
Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang fenpetda bagian tengah
selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasargaerenam kabupaten dan
Samudera Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari lgganali bawah ini:

Gambar 2
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Samudea_ Indon- s a
Indonesia Deezn

Sumber data : www.Pemkabmalang.co.id/link (selagandang)
Dengan melihat Peta Wilayah Kabupaten Malang makpatd diketahui

perbatasan wilayah Kabupaten Malang yang terdis:at
Sebelah Utara-Timur berbatasan dengan KabupatemuRasdan Probolinggo.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera lralonesi
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Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
Sebelah Barat-Utara berbatasan dengan Kabupatemdyldan Mojokerto.

c. Topografi
Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan meRgdiwilayah Kabupaten
Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminatgsehiempat tinggal dan
tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahaakatan (Kantor Kecamatan)
dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meépdr Berdasarkan hasil
pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimat&lagingploso-Malang, pada
tahun 2007 suhu udara rata-rata relatif rendahkidser antara 21,7°C, hingga
26,8°C. Kelembaban udara rata-rata berkisar arG@r@% hingga 91,9% dan
curah hujan rata-rata berkisar antara 0,6 mm hif@ga0 mm. Curah hujan rata-
rata terendah terjadi pada Bulan Juni, hasil peawam Pos Karangkates.
Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadajpada Bulan Juni, hasil
pemantauan Pos AR Saleh.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapekab Malangyah Kabupaten
Malang memiliki bentuk topografi yang dikelompokksebagai berikut :
1. Daerah sungai Singosari, Kepanjen dan Turen,

daerah ini ditandai dari utara ke selatan dengdimdgian antara 2500-

500 m dan permukaan laut. Wilayah meliputi kecam&&camatan yaitu

Kecamatan Singosari. Karang Ploso, Jabung, Pa&js)ah, Bululawang,

Turen, Wajak, dan Sumber Pucung.

2. Daerah pegunungan meliputi tiga bagian yaitu :

a) Pegunungan kawi-arjuno, daerah ini
merupakan daerah vulkanis, berbukit-bukit sampagl®ing-gunung
dengan ketinggian anatara 500-3.300 m dari pernmuleaa laut. Di
daerah ini terhampar Kecamatan Batu, Karang Pl@sn, Wager,
Ngajun, Pujon, Ngantang, dan Kesamben.

b) Pegunungan tengger-semeru, daerah ini
merupakan daerah vulkanis, berbukit-bukit bahkargl®ing-gunung
dengan ketinggian 500-3.600 m dari permukaan air i daerah ini
terbentang Kecamatan Tumpang, Jabung, Ponco KusWeak,
Dampit, Tirtoyudo, dan Ampel Gading.
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C) Pegunungan Kapur Selatan, daerah ini
merupakan perbukitan kapur dengan ketinggian ar&&@a500 m dari
permukaan air laut. Daerah ini meliputi Kecamataraligare,
Dinomulyo, Bantar, Gedangan, Sumber Manjing, Wetanioyudo, dan
Ampel Gading.

d. Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang
Sosok dan figure aparatur pemerintah di era otor@®@rah menjadi kunci utama
kelancaran roda pemerintahan, terutama dalam upay@implementasikan visi,
misi, dan strategi pembangunan daerah. Denganudit@nnya Undang-undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PetalerKabupaten Malang
memiliki 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan Hal ini sesuai dengan
kebutuhan Daerah Kabupaten Malang, kewenangan-lawgen ini di susun
berdasarkan pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004. Adaperangkat Daerah
Kabupaten Malang terdiri dari Sekretariat Daerakr&ariat DPRD, 14 Dinas, 8

Badan, 4 Kantor, 33 Kecamatan dan 12 Keluruhan.

2. Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
Dengan adanya penyerahan kewenangan pemerintatpusat kepada daerah
berarti adanya pemberian kekuasaan daerah untulgatuendan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakanshiriseerdasarkan aspirasi
atas masyarakat secara, luas, utuh, nyata, daanbgring jawab dalam lingkup
Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utulbalan
Dalam penyelenggaraannya yang dimulai dari perex@agn pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi, sehingga dapat terwppringkatan pelayanan
kepada mesyarakat. Sedangkan perwujudannya beutagggwab, dalam ini
adalah konsekuensi pemberian hak dan kewenangam daljud tugas dan
kewajiban yang harus dipikul dan menjadi kewenardgerah.
Lebih lanjut disebutkan bahwa dengan adanya pehgarawewenangan
pemerintah oleh pusat kepada daerah untuk mendatumengurus kepentingan
masyarakat setempat. Menurut pakarsa sendiri daléan rangka meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pendukung mpelapemerintah daerah
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dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyaraMdat diperlukan upaya
untuk membentuk struktur organisasi dan tata kddgdan Kepegawaian
Kabupaten Malang.

Berdasarkan Kepres No.159 Tahun 2000 Tentang Ped®aabentukan Badan
Kepegawaian Daerah, pembentukan Badan Kepegawaiara® dilakukan untuk
memudahkan dalam melakukan pembinaan, proses adragii pengangkatan
maupun pemberhentian atau dalam manajemen kepegavegbagai upaya
menciptakan sistem kepegawaian yang lebih sistematjar tidak terjadi
kerumitan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang88ldahun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawa#aerah Kabupaten
Malang disebutkan bahwa dengan adanya pelaksanaaonad daerah maka
diperlukan langkah-langkah penguatan kewenangatsiemdi, efektivitas,
akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan Sunibaya Manusia (SDM)
serta informasi menejemen yang akurat dan praldimgai upaya penguatan
potensi, kemandirian masyarakat dan swasta menagyanakat madani.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malanda gisarnya dibentuk
sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip-prird@gentralisasi kewenangan
otonomi daerah, sebagai mana terdapat dalam UWBRAdahun 2004 serta UU
No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nch8rT&974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian yang ditindaklanjuti dengan KefieéNo. 159 Tahun 2000
tentang Pedoman Pembentukan Badan KepegawaianhDaera

Tuntutan refomasi sejak pertengahan tahun 198&lahlgi manajemen SDM
Pegawai Negeri Sipil merupakan konsekwensi dauhmdran yang begitu cepat
dibidang politik , ekonomi dan sosial. Hal ini ditlai dengan berlakunya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perabant Daerah yang
kemudian diantisipasi dengan ditetapkannya UU NolaBiun 1974, yang
semula berorientasi pada ketatalaksanaan / adrasiisdéepegawaian , berubah
kearah pendekatan pengembangan SDM Pegawai Neg8ipil. Dalam
perkembangannya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut tlidangan UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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Sebagai amanah dari UU No. 22 Tahun 1999, untukateeBDM Pegawai
Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegaw&aerah (BKD)
yang berdasar pada Pasal 34 A UU No. 43 Tahun 988ng Perubahan Atas
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok KepegawdeanKEPRES No. 159
Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan KepegaDaerah.

Di Kabupaten Malang pembentukan Badan Kepegawaiga perdasar pada
peraturan perundang-undangan tersebut diatas data Rabupaten Malang
Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Tééa Kerja Badan
Kepegawaian. Setelah tiga tahun berjalan dan dedgerbitkannya PP No. 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkatalbae Badan
Kepegawaian Kabupaten Malang mengalami perubahamjaadti 3 Bidang dan 1
Bagian Tata Usaha dari semula 2 Bidang dan 1 &elae Organisasi baru
tersebut berdasar pada Perda No. 3 Tahun 2004 ¢e8tzsunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan penjelasgas tdan fungsinya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang No. 88im#@&04 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah pada dasarnya dibentalaeakealisasi pelaksanaan
dari prinsip-prinsip desentaralisasi kewenangamatd daerah, sebagaimana
yang di amanatkan dalam Undang-Undang No. 32 T&@04 serta Undang-
Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan Noh8rnr&974 tentang pokok-
pokok kepegawaian yang ditindaklanjuti dengan Kep@l No. 159 Tahun 2000
tentang pedoman pembentukan BKD. Hal ini dimaksndkatuk menjadi
efesiensi dan efektifitas dalam melaksanakan mamajePegawai Negeri Sipil
dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya swarguna pelayanan di

bidang kepegawaian.

a. Landasan hukum
Badan Kepegawaian Daerah Malang merupakan orgaaisasperangkat daerah
yang dibentuk dengan Perda Kabupaten Malang NotaB8n 2004 tentang
susunan dan tata kerja Badan Kepegawaian Kabupddétseng dimana hal ini
mengacu pada PP No. 8 tahun 2003 tentang pedomanisasi perangkat daerah
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b. Visi dan Misi
1. Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malanghdal

“Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dan Bertanggungjawab ”
Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah sebagéut :
a.Terwujudnya aparatur yang profesional adalah aparghing mampu
melaksanakan semua tugas — tugas yang diberikagaxepaik dan
benar;
b.Aparatur yang bertanggungjawab yang mampu meatkgkh mutu
pelayanan dan sistem administrasi kepegawaian,isi@ml dalam
pengabdian, keteladanan serta sikap mental yand lollam
memberikan pelayanan.
2. Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan mé&idh Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang yaitu :
a. Mengoptimalkan pelaksanaan Manajemen Sumbeidayaisia;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan; dan
c. Meningkatkan penyusunan dan sosialisasi peratuparundang-

undangan kepegawaian.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegaw@#mmah Pemerintah
Kabupaten Malang, antara lain:
1. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah lasdrupalang

a. Badan Kepegawaian adalah unsur pendukung pekakBamerintah
Daerah dalam bidang kepegawaian;

b. Badan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Badan yargda dibawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati mel3kkretaris
Daerah.

2. TugasPokok Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabup&kmg
a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalamugenan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian;
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b. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan @apati sesuai

dengan bidang tugasnya.
3. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kalbup&kang

a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan datenbekldatabase serta
analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian;
Penyelenggaraan tata usaha Badan Kepegawaian;

d. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kaegiadi bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah,;

e. Pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan steldii bidang

kepegawaian;

a

Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negelli 3a@rah;

Pelaksana peraturan perundang-undangan di bidpega@aian;

= =

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian;

Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawalan
berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pemtiha

J. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemmdatan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuagate norma
standar dan prosedur yang ditetapkan dalam penmatpeaundang-
undangan;

k. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindatian
pemberhentian dalam jabatan struktural atau fungsieesuai dengan
norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalamtupan perundang-
undangan;

I.  Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai NegeiD&erah;

m. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Peddegeri Sipil
Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedgr ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan;

n. Pelaksana pemberian penghargaan dan tanda jasaakdpegawai
Negeri Sipil;

Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayam@maimiyang wajib

dilaksanakan dalam bidang kepegawaian.
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d. Keadaan Umum Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabafen
Malang
1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat adalah kdudukan yanga menentukan tinglkatseorang pegawai negeri
sipil (PNS) berdasarkan jabatannya dalam rangksismunan kepegawaian dan
digunakan sebagai dasar panggajian. DDDasar kosipgsng ada di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, GolongandHlai golongan dengan
jumlah yang paling banyak, hal ini memang suatul hasg wajar, dimana
tingkat ini dibutuhkan banyak pegawai dalam pelaksa tugas, yakni staf.
Komposisi pegawai dan tenaga honorer Badan Kepegawdaerah Malang

berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihatgptabel 3, berikut ini :

Tabel 3
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Kabupaten Malang
Berdasarkan Pendidikan tahun 2007

No Pendidikan PNS Tenaga Honorer
1 S-3 2 -

2 S-2 380 -

3 S-1 8.233 116
4 D-3 854 93

5 D-2 3.564 -

6 D-1 337 -

7 SMA 3.723 762
8 SMP 537 285
9 SD 529 425

JUMLAH 17.035 1.681
Catatan . keadaan sampai akhir bulan Desember 2007

Adapun komposisi pegawai dan tenaga honorer Badgpedawaian Daerah
Kabupaten Malang berdasarkan jenis kelamin dafibatipada tabel 4, dibawah

ini:

49



Tabel

4

Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Kabupaten Malang

Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2007

No Jenis kelamin PNS Tenaga Honorer
PRIA 9.340 1.261
2 WANITA 7.695 420
JUMLAH 17.035

Catatan

keadaan sampai akhir bulan Desember 2007

Komposisi pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupdstang keseluruhan

berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihatldndtabel 5, berikut :

Tabel 5
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Malang
menurut golongan tahun 2007
AR Golongan

No. Institusi I T m ™ Jumlah
1. | Sekretaris Daerah g 82 179 17 28p
2. | Sekretaris DPRD 3 13 24 2 42
3. | Dinas Bina Marga 3( 77 84 7 198
4. | Dinas Pengairan 29 56 62 9 156
5. | Dinas Pemukiman dan KP 15 64 105 7 191
6. | Dinas Kesehatan 2 417 540 39 998
7. | Dinas Pertanian dan Perkebunan 1 37 217 15 470
8. | Dinas Peternakan, Kelautan, dar? 32 102 18 154

Perikanan
9. | Dinas Kehutanan 1 12 69 4 86
10. | Dinas Pasar 11 64 62 6 143
11. | Dinas Perhubungan dan Pariwisata 5 26 62 7 100
12. | Dinas Koperasi dan Indag - 4 6b 12 81
13. | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas - 6 44 6 56

Penduduk
14. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62 1/08370|5.454| 12.029
15. | Dinas Lingkungan Hidup, Energi | - 5 44 8 57

dan SDA
16. | Dinas Perijinan - 1 20 3 24
17. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan | 4 53 104 6 167

Keuangan dan Asset
18. | Badan Pengawasan - 3 34 > 42
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19. | Badan Perencanaan 1 7 37 6 Sl
20. | Badan Litbang - 4 19 8 31
21. | Badan Pemberdayaan Masyarakat - 13 21 2 36
22. | Badan Kesbang Linmas - 5 20 5 30
23. | Badan Kepegawaian 1 16 36 2 55
24. | Badan Diklat - 1 30 7 38
25. | Badan Adminduk, Capil, dan KB 37 225 6] 268
26. | Kantor Sosial dan Kesra - 10 20 3 33
27. | Satuan Pamong Praja 2 38 20 - 60
28. | K.P.U - - 3 - 3
29. | Rumah Sakit Daerah 1 147 136 16 300
30. | Kecamatan 8 181 411 20 62(
31. | Kelurahan - 26 82 - 108
Jumlah 186 2.480| 8.437| 5.700| 16.713
Sumber : Doc, Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupstieiang
Dari tabel diatas dapat dibandingkan dengan keadparsonil Badan

Kepegawaian Kabupaten Malang tahun 2006, dapdadipada tabel 6 dibawah

ini:
Tabel 6
Keadaan Personil
Badan Kepegawaian Kabupaten Malang
( Desember 2006 )
GOL / RUANG ( Orang ) STRATA PENDIDIKAN ( Org )
NO. ESELON \Y; m [ u |1 NO S |s |s | D3 |s1 |s2
N D [M [M | SM
GOL P | A
1. Il 1 - -
2. 1] 2 2 - 3 1
3. \Y; 8 - 7 1
4, Fungsional - - -
5. Staf 1 27 |18 |1 4 |17 2 22 2
6. T. Kontrak - - 3 il 1 1
JUMLAH 4 37 |18 |1 3 5 |18 2 33 5
Keterangan : Staf Golongan IV adalah mantan pejattatbktural eselon lll-a

yang memasuki Masa Persiapan Pensiun ( MPP )
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Dengan kondisi diatas tentunya masih sangat dikeml peningkatan
kemampuan, ketrampilan dan pengalaman baik meR&ndidikan Umum

maupun Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

e. Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Malang

Dalam melaksankan tugasnya setiap pemimpin sugan@asi dalam lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah merupakan prinsip koailinatergritas, dan
sinkronisasi secar vertikal dan horizontal. Sef@mimpin bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya sertabexan bimbangan
dan petunjuk pelaksanaan suatu program. Badan Keegn Daerah sendiri
dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Daesdalum Sekretaris Daerah,
hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan tugasnyd&ndehal Pengangkatan
Jabatan, Kepala Badan, Bagian Tata Usaha, BidanmggeR#&angan dan
Kesejahteraan Pegawai, Bidang Kepangkatan dan Rgagg Bidang

Administrasi Jabatan dan Kelompok Jabatan Fungsiotiangkat dan

diberhentikan sesuai dengan Peraturan Pemerintaly Yeerlaku. Demikian
dengan pemberian sanksi, tata cara penjatuharkéinddisiplin, tingkat dan jenis
tindakan disiplin serta pejabat yang berwenang atehkan hukuman diatur
sesuai dengan ketentuan PP No. 30 tahun 1980 ¢geRtaaturan Disiplin PNS

f. Tujuan dan Sasaran Organisasi
1. Tujuan Organisasi
Untuk mengimplementasikan misi organisasi sertardabngka menentukan arah
strategis Badan Kepegawaian dalam jangka waktati)(sampai dengan 5 (lima)
tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungka dirumuskan tujuan
organisasi sebagai berikut:

a. Memberikan asistensi kepada aparatur pemerintak @alam bentuk
pendidikan dan pelatihan maupun pendidikan formgbagai upaya
peningkatan kualitas pelayanan.

b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja lglaacaran dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta perandarBKepegawaian
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dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan sisidministrasi
Kepegawaian.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluaskgaran informasi
kepegawaian yang dapat diakses oleh berbagai pagrakmembutuhkan.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada @paenerintah sebagai
upaya meningkatkan disiplin pengabdian, keteladalaansikap mental yang baik
dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik deepaasyarakat guna

mendukung pemantapan otonomi Daerah.

2. Sasaran Organisasi
Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuanaserakur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahurdaBarkan pengertian tersebut
diatas, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Malangtaygtan sasaran sebagai
berikut :

a. Meningkatnya kemampuan profesional bagi aparatunep@atah dan
keahlian khusus untuk mengisi formasi jabatan dglup Pemerintah
Kabupaten Malang.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan

c. Meningkatnya sarana dan prasarana kerja guna kemcdalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peraadarBKepegawaian

d. Meningkatnya mutu pelayanan dan system adminitegsgawaian

e. Terwujudnya pemerintahan yang bersih yakni pemagniyang bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menikgkakesejahteraan
aparaturnya.

f. Tercapainya kualitas pelayanan dan terwujudnyaermistinformasi
kepegawaian yang dapat diakses oleh berbagai pdrakmembutuhkan.

3. Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Malang
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin suaganigasi dalam
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah merupakaniptw®rdinasi, integritas,
dan Sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. tiafe pimpinan
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan abamya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanan syatgaram. Badan
Kepegawaian Daerah sendiri dibina dan bertanggwadj&epada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah, hal ini juga berlakuadalpelaksanaan tugasnya,
dalam hal Pengangkatan Jabatan, Kepala Badan, rBdgita Usaha, Bidang
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Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, Bidangdtegian dan Penggajian,
Bidang Administrasi Jabatan dan Kelompok Jabatangsional diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan Peraturan Pemerintaty yeerlaku. Dengan

demikian pemberian sanksi, tata cara penjatuhaaksn disiplin, tingkatan dan
jenis tindakan disiplin serta pejabat yang berwgmaenjatuhkan hukuman diatur
sesuai dengan ketentuan PP No. 30 tahun 1980 ¢erRenaturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

g. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Mahng
Adapun susunan organisasi dan tat kerja Badan leepegn Kabupaten Malang
terdiri dari :

1. Pejabat Eselon II-b ( satu ) personil : Kepala Bada
2. Pejabat Eselon lll-a sebanyak 4 ( empat ) perserdiri dari :

(a) Kepala Bagian Tata Usaha ;

(b) Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawa

(c) Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian ;

(d) Kepala Bidang Administrasi Jabatan.

3. Pejabat Eselon IV-a, sebanyak 8 ( delapan ) pédrsodiri dari :

(a) Bagian Tata Usaha, yaitu :

-  Subag Umum dan Kepegawaian ;

-  Subag Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
(b) Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegaitai;
- Sub Bidang Pengembangan Pegawai ;
- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
(c) Bidang Kepangkatan dan Penggajian, yaitu :
- Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural
- Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional.
(d) Bidang Administrasi jabatan, yaitu :
- Sub Bidang Administrasi Jabatan Struktural ;
- Sub Bidang Administrasi Jabatan Fungsional.

4. Jabatan Fungsional ( Nihil )
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5. Staf, sebanyak 47 ( empat puluh tujuh ) persoamgyterdistribusi pada

Bagian Tata Usaha dan Bidang — bidang

6. Tenaga Kontrak/Honorer 3 ( tiga ) orang terdiriidat orang sebagai
tenaga Administrasi, 1 orang sebagai Pengemudildanang sebagai

Petugas Kebersihan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Malang No. 83 tahu#, 20@isusnya pada pasal
3, susunan organisasi Kabupaten Malang terdiri dari
1. Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengawsasigendalikan,
membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam kgslaan
kepegawaian yang ditetapkan Bupati. Melaksanakgasttugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
2. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakanrdikasi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, el urusan
kepegawaian, urusan umum meliputi kegiatan suraymat,
perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuasgea urusan
evaluasi dan pelaporan kegiatan serta melaksanagas-tugas lain yang
diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bid@aghya.
Bagian Tata Usaha terdiri dari : Sub Bagian Umum ldepegawaian Sub Bagian
Keuangan, evaluasi dan pelaporan, masing-masingbagian dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bemagggwab kepada Kepala
Bagian Tata Usaha.
3. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawailiknémngas :

a. Mengumpulkan bahan penyususnan, perencanaan pegaemyusun
formasi, meningkatkan derajat kerja, pengembangaralit&s,
kesejahteraan pegawai, penghargaan dan tandagedaapgmbinaan
Pegawai Negeri Sipil.

b. Melaksanakan administrasi kompensasi, pensiun sartasan
administrasi pegawai tidak tetap (tenaga Honorer).

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleipaka Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawaii teadi Sub
Bidang Pengembangan Pegawai dan Sub Bidang Kesmgahe
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Pegawai, masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh akepSub
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawpbhda Kepala
Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
4. Bidang Kepangkatan dan Penggajian, mempunyai tugas
a. Melakasanakanpenyelasaian administrasi kepegawgdeny
berhubungan dengan kenikkan pangkat pegawai negs
Pengendalian, Kepangkatan, Kenaikan gaji berkalaj g
pegawai nagaeri sipil, mutasi serta peninjauan nasg@
pegawai negeri sipil.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ol&pali&a
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Kepangkatan dan Penggajian terdiri dari Bidang.
5. Administrasi Jabatan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaigang
berhubungan dengan administrasi jabatan struktuadministrasi
jabatan fungsional, pengangkatan Calon PegawairN8gsl menjadi
Pegawai Negeri Sipil, sumpah janji Pegawai Negepil Sserta
perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar daerah #&tatansi dan
penempatan Pegawai Negeri Sipil.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleipaka Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah i sdsngan
keahlian dan kebutuhan

b. Terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang funggioyang tebagi
dalam Dberbagai kelompok sesuai dengan bidangkealyha
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kene gan jenjang
jabatan fungsional diatur dengan peraturan perugrdadangan yang
berlaku.

Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Kepegawagsrdd Kabupaten Malang
yang telah diuraikan diatas, maka gambaran tenfarsginan Organisasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat dilidé gambar di bawah ini.
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Gambar 3

Keputusan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2004

Tentang
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA BAGIAN
|
| |
KELOMPOK JABATAN SUBAG DAN SUBAG KEUANGAN
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN
KABID
KABID KABID
PENGEMBANGAN DAN
EaE I ALITEP A AR KEPANGKATAN DAN ADMINISTRASI JABATAN
KASUBID KASUBID
KASUBID

KEPANGKATAN & ADMINISTRASI

NEAAFERMP ARMA AR DENIRCA 1IAN IARATAN

KASUBID KASUBID

KASUBID KEPANGKATAN &

PENGGAJIAN ADMINISTRASI

I/EOE IALITERA AR FIINGSIONAI JABATAN

Garis Komando

.................... . Garis Koordinasi
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3. Penyajian Data Fokus Penelitian

a. Proses Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

1.

Tahap Perencanaan dan Persiapan

Surat keputusan pengangakatan tenaga honorer rder@RINS, antara lain

berbunyi :

a)

b)

d)

Tenaga honorer yang memenuhi syarat diberikan NéR &epala
BKN. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabatykamng ditunjuk
setelah menerima penetapan NIP, paling lambat B5kbga setelah
diterimanya NIP, menetapkan surat keputusan pekgteny CPNS
Surat keputusan pengangkatan CPNS tersebut, diieanplangsung
kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepadaaKBEKN,
kepala Kantor Regional BKN di lingkungan wilayahrjkaya, dan
pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangdimgpambat 25
hari kerja sejak ditetapkan.

CPNS yang telah menerima surat keputusan, palimpda 1 bulan
setelah diterimanya surat keputusan tersebut haelapor kepada
pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk mela&kan tugas.
Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkaaktisielapor, maka
yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat aeb@gNS,
kecuali bukan karena kesalahnya.

Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggahia]
penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :

1. Bagi yang telah ditetapkan NIPnya, tetapi belunetdpkan surat

keputusan pengangkatan sebagai CPNS, Pejabat Rembin

Kepegawaian segera melaporkan kepada Kepala BKNjaden
melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkatau surat
keterangan meninggal dunia dari kepala Kelurahgvdlee Desa
setempat untuk dilakukan pembatal NIP oleh kep&X B

2. Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan slkeputusan

pengangkatan CPNS dan belum melaksanakan tugasa mak

ditetapkan surat keputusan pemberhentian yang rigstn
sebagai CPNS, dan tembusannya segera disampaikzadake
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e)

Kepala BKN, Kepala Kantor Regional BKN di lingkumgailayah
kerjanya, dan pejabat lain yang dipandang perlu.

Formasi tenaga honorer yang telah ditetapkan NIR®@gaimana

telah disebutkan diatas (meninggal dunia atau meohgkan diri)

maka tidak dapat digantikan dengan tenaga honareg hain.

Pada prinsipnya pengangkatan tenaga honorer me@gdn Pegawai Negeri

Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 981ta000 yang diubah dengan

Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah denganr&erBemerintah No. 11

tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawasgarhl (BKN) No. 11

tahun 2002, Kecuali ditentukan lain dalam Peratyramerintah No. 48 tahun

2005 sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Xghut32007.

Untuk melancarkan proses pengangkatan tenaga momemgadi Calon Peawai

Negeri Sipil maka diperlukan perencanaan dan geeigang matang. Untuk itu

dibentuknya :

a)

b)

Tim Pelaksana Pengangkatan Tenaga Honorer menpdsC

Untuk memperlancar penyeselesaian pelaksanaan atehagorer
menjadi CPNS, Kepala BKN membentuk Tim Pengank#&@&NS
dapat membentuk Tim di lingkungan instansi masiraging.

Tugas Tim Pelaksana Pusat Pengangkatan Tenaga ddanenjadi
CPNS :

1. Menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan

pengangkatan tenaga honorer menadi CPNS antarpdagntuan
prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPdé¢feksi
administrasi, dan pengawasan dan pengendalian.

2. Melakukan supervisi yang secara fungsional dikeasikan oleh
Kepala BKN.

3. Melaksanakan sosialisasi atatu memberikan asispeiaksanaan
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

4. Memantau penyelenggaraan pengangkatan tenaga homengadi
CPNS di instansi Pusat dan Daerah.

5. Menerima dan meneliti hasil seleksi administrasrhadap

pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.
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6. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta melakirnakan
korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengsmgkenaga
honorer menjadi CPNS sesuai dengan ketentua pamnatur
perundang-undangan.

7. Mengevaluasi penyelenggaraan pengangkatan tenagereno
menjadi CPNS di instansi Pusat dan Daerah.

8. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengangkanaga
honorer menjadi CPNS Kepada Menteri PendayagunaanuAtur
Negara.

c) Penetapan Tenaga Honorer yang akan Diangkat meDiE

1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakuaam
menjadi tanggung jawab PPK (Pejabat Pembina Kepmgav
Untuk kelancaran pelaksanaannya, PPK dapat menlfgjskbat
lain yang secara fungsional bertanggung jawab diarim
kepegawaian.

2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS didassdkada
masa dan usia dengan ketentuan :

a. Untuk mengisi formasi 2005, usia paling tinggi 46un
dan paling rendah 19 tahun pada tanggal 1 Ja2086 dan
mempunyai masa kerja secara terus menerus palirandkul
tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Ketentuan kessa
terus menerus, tidak berlaku bagi dokter yang telelesai
mejalani masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap.

b. Untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan
jumlah masa kerja dan batas usia terendah ditamiteun.

3. Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan forradalah
mereka yang namanya tercantum dalam daftar norhitestaga
honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN dari naraagyada
dalam database tenaga honorer BKN. Meskipun namagae
honorer ada dalam database apabila tidak memegahatsyang
ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapagl&mmenjadi

60



CPNS. Tenaga honorer diluar database BKN tidak tddipagkat

mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS.

4. Dalam menetapkan daftar nominatif tersebut dibeatldsarkan
prioritas jenis jabatan (guru, tenaga kesehatanyytehan dan
tenaga teknis), masa kerja dan usia, kecuali tehagarer yang
telah mencapai usia menjalang 46 tahun, dengantkete sebagai
berikut :

a. Bagi usianya menjelang 46 tahun pada tanggal lajanotuk
mengisi formasi tahun yang bersangkutan menjadirifas
utama (didahulukan) untuk diangkat menjadi PNS.

b. Bagi yang mempunyai masa kerja lebih banyak,
pengangkatannya menjadi prioritas berikutnya.

c. Apabila terdapat dua atau lebih yang mempunyai nkasja
yang lebih tinggi terbih dahulu diprioritaskan
pengangkatannya.

Adapun persiapan dan perencanaan diatas merupaki@mpn dari pusat dalam
proses pengangkatan tenaga honorer, yang tertusdam dPP No.48 tahun 2005
tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNf. $&mua instansi
termasuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mdlangs merpersiapkan
dan merencanakan sesuai dengan prosedur dari BKN.

2. Formasi
Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PegavegerN Sipil yang
diperlukan dalam suatu satuan organisasi neganmak unampu melaksanakan
tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. JumlahaWag Negeri Sipil yang
diperlukan ditetapkan berdasrkan beban kerja surg@nisasi
Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan bebara kd@jam jangka waktu
tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam peakerj rutinitas
pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk mempernggumlah dan sumber
daya manusia yang diperlukan.
Menurut PP No. 54 tahun 2003 tentang formasi Peghlegeri Sipil, formasi
Pegawai Negeri terdiri dari :

a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat
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Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masingimyasatuan organisasi
Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkeh ®enteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparagiara, setelah mendapat
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara laekdasusul dari pejabat
pembina kepegawaian pusat.

b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Formasi Pegawaian Negeri Sipil Daerah untuk masiaging satuan organisasi
Pemerintah Daerah setiap anggaran ditetapkan @phl& Daerah
Tujuan penetapan formasi adalah agar satu-satugamieasi dapat mempunyai
jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai ddvejzam kerja dan tanggung
jawab pada masing-masing organisasi.
Dalam menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil pusatus mendengar
pertimbangan dari memori keuangan dan khusus upeiketapan formasi
Pegawai Negeri Sipil di luar negeri mempehatikata pertimbangan Menteri
Luar Negeri.
Formasi untuk suatu organisasi Pemerintah Daetsgdi

1) Propinsi ditetapkan oleh Gubernur

2) Kabupaten ditetapkan oleh Bupati

3) Kota ditetapkan oleh Walikota.
Jumlah formasi tenaga honorer pada Pegawai NegaliCqerah dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Tambahan Formasi Pegawai Negeri sipil Daerah Forma2008
No. Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah
I. | TENAGA TEKNIS 1. S1 Ekonomi 8
1. Pengadministrasian Umum 2. S1llmu Adminggtia 1
3. S1 limu Psikologi 1
4. S1 llmu Sosial 5
No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah
5. S1 Manajemen 1
6. S1 Pendidikan 1
7. S1 Teknik 2
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8. S1 Sastra

9. S1 Tenik Arsitektur

10. S1 Industri

11. S1 Planologi

\h

12. 1
Informatika&komputer
13.DIlIl Adm Niaga 1
14. DIl Bahasa Inggris 2
15. DIl Bina Wisata 1
16. DIl Pariwisata 1
17. DI Asisten Paramedi 2
18. DI SOB 1
19. MA 2
20. MTs 1
21. Paket C 1
22. SMA 16
23. SMEA 3
24. SMK 11
25. SMKK 1
26. SMU 5
27. SPP 1
28. STM 4
Jumlah 78
2. Pengeloh Teknik Pengairan 1. SMA 5
2.STM 2
3.SMk 8
Jumlah 15
No. Nama Jabatan Kualifikasi Pendidika Jumlsg
3.Petugas Pembersih jalan dah SMA/SMK 9
pasar
2. SMP/Paket B 16
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3.SD 21
Jumlah 46
4. Petugas Pemungut Pajak a. SMA 3
b. SMK 2
c. STM 2
Jumlah 7
5. Petugas Pemungut Paja&k DI Teknik Kimia 1
[retribusi
b. SMA/STM/SMK 24
c. SPP SNAKMA 1
d. Paket C 2
e. MTs 1
Jumlah 29
6. Petugas Penyuluh Pertanian a. S1 Peternakan 1
b. STM 1
Jumlah 2
7. Petugas Lapangan a. S1 Peternakan 1
b. D 1l Teknik Mesin 1
Jumlah 2
8. Operator Komputer a. S1 Sastra/Teknik 1
b. SMK 2
Jumlah 3
9. Pramu Kantor a. SMP 2
b. SD 2
Jumlah 4
10. Teknisi Jalan a. MA 1
b. SMP 1
No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah
c. SD/MI 5
Jumlah 7
11. Pengemudi a. SLTP 1
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b. SD 1
Jumlah 2

Sumber : Doc, Badan Kepegawaian Daerah Kabupatelahga

3. Tahap seleksi administrasi
3.1 Persyaratan Administrasi
Setiap tenaga honorer yang telah diumumkan dan mémesyarat untuk
diangkat menadi CPNS wajib mengajukan lamaran ydiglis tangan dan
ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukepada Pejabat Pembina
Kepegawaian disertai dengan :

a. Foto copy sah ijasah/STTB yang sesuai dengan Kaeaifpendidikan
dan tugas yang ditetapkan;

b. Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 5 lembar, dengan mskanlnama dan
tanggal lahir dibalik pas photo tersebut;

c. Foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatatarpe sampai
dengan terakhir sebagai tenaga honorer;

d. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangandgememakai huruf
kapital/balok, tinta hitam dan ditandatangani seitampel pas photo
ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran ljoutigsan Kepala
BKN No. 11 tahun 2002 yang formulir isiannya disdé@in oleh
pejabat yang secara fungsional bertanggung jawalddng pekerjaan
agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki tesakapengalaman
kerja sebagai tenaga honorer;

e. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikelmadi@h pihak yang
berwajib/POLRI;

f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohmani datejok

g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakankotiia,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari unit @ghnan kesehatan
pemerintah;

h. Surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran lgltdsan Kepala
BKN No. 11 tahun 2002 yang formulir isiannya disdé@in oleh
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pejabat yang secara fungsional bertanggung jawabbidang

kepegawaian, berisi tentang :

1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berkasgsutusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yetap,
karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak p&asintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/magaegeri
atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai wmga
BUMN/BUMD dan pegawai swata;

3) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;

4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republdoimesia.

(Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Hari Purwardaagyberkedudukan sebagai
Kasubag Pengembangan Pegawai wawancara dilakakianhari rabu, tanggal 4
Maret 2008)
Dengan persyaratan administrasi seperti diatas makdah tenaga honorer yang
lolos dalam seleksi administrasi, dapat dilihatgotable 8, dibawah ini :
Tabel 8
Jumlah tenaga honorer yang lolos dalam seleksirasirasi tahun 2008

berdasarkan jenis kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Pria 152

2. Wanita 43
Jumlah 195

Sumber : Doc Badan Kepegawaian Daerah Kabupateraiptahun 2008

3.2 Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyasat administrasi.
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyadatamsirasi yang dilakukan
Pembina Pejabat Kepegawaian atau pejabat lain gidungjuk, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilakeansesuai

jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
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b. Untuk tertib administrasi, penerimaan berkas dikaku oleh
pimpinan satuan kerja dimana tenaga honorer bekggag
selanjutnya disampaikan secara kolektif dengant saemagantar
kepada kepala Bagian Kepegawaian atau Badan Kepégaw
Daerah yang bersangkutan, disertai kelengkapanyaretan
administrasi, ditambah dengan surat pernyataan gemgt oleh
atasan langsung serta disahkan kebenarannya olg@baPe
Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang dituppiikng
rendah pejabat eselon I, yang menyatakan bahwag yan
bersangkutan :

1) Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai desgan ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secaran@marus;

2) Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin gydmaik dan
integritas yang tinggi.

c. Kepala Bagian Kepegawaian atau Badan Kepegawaiamaba
instansi yang bersangkutan melakukan penelitiaeniggapan
berkas persyaratan administrasi dan keabsahani sésngan
ketentuan yang berlaku, mengenai :

1) Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis detigia hitam,
sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangagih @iang
bersangkutan;

2) Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertamaaisa®pgan
yang terakhir sebagai tenaga honorer yang dibugtb&ePembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahgabifa surat
keputusan tenaga honorer tersebut dianggap saha maikabat
struktural paling rendah eselon Il pada unit ketgu pejabat eselon Il
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian mehges foto
copy surat keputusan tersebut. Pengesahan terdapat dilakukan
oleh eselon Il secara fungsional bertanggung jawdabbidang
kepegawaian, apabila lowongan formasi yang akasi thbih dari
2.500
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3) Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat olakaatlangsung
yang disahkan peling rendah pejabat eselon Il myklingan unit
kerjanya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :

a) Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai desegn ini
melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara@marus;

b) Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin gsdraik dan
integritas yang tinggi

4) Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat belajaggh yang dimiliki
harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan katentu

a) ljasah yang diakui adalah ijasah yang diperoleh Slelokah
atau Perguruan Tinggi Negeri atau ljasah yang dipkrdari
Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi tedath
mendapat ijin penyelenggaran dari Menteri yangaoggung
jawab di bidang pendidikan nasional, atau pejahiat yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan.

b) ljasah yang di peroleh dari perguruan tinggi swastizlah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No
184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendatan
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca 8&atijan
Penguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penygdgran
dari Departemen Pendidikan Nasional, harus meldapir
surat keterangan/pernyataan dari pimpinan pergutinggi
yang menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bekstary
telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen
Pendidikan Nasional, dengan menyebutkan nomor dan
tanggal Keputusanya;

c) ljasah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinkygir
negeri harus mendapatkan penetapan penyertaaPatatia
Penilaian ljasah Luar Negeri Departemen Pendidikan

Nasional
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d) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pas plyatog
bersangkutan, apakah telah sesuai dengan namaniggat
lahir pada berkas lainnya.

5) Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yangabeisitan, antara
lain untuk mengetahui apakah telah ditulis seseagdn ijasah, surat
pernyataan, surat keputusan pengankatan pertampaisatengan
terakhir sebagai tenaga honorer, bukti pengalamana kdan
sebagainya;

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluadtah pihak yang
berwajib/POLRI;

7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani daredokt

8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakankotiia,
psikotropika dan zat adiktif lainnya dari unit pglaan kesehatan
pemerintah.

d. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang mgiine
syarat dan tidak yang memenuhi syarat serta beag belum
lengkap diberi tanda dan kode yang berbeda, deketantuan :

1) Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan admsiistligiapkan
sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP ofNbduk
Pegawai);

2) Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan rashnaisi
dikembelikan kepada yang bersangkutan melalui piarpi unit
kerjanya disertai dengan alasan yang sah;

3) Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dinantaklengkapan
administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepaaag ypersangkutan
melalui pimpinan unit kerjanya dengan disertai $ateaktu yang
ditentukan.

e. Apabila dalam melakukan seleksi administrasi diteamunama
tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untukgéet
sebagai CPNS karena meninggal dunia, mengundurkan d
berhenti atau alasan lain yang sah sesuai ketegarapberlaku,
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maka Pejabat Pembina Kepegawaian memberitahukaad&ep
Kepala BKN.

f. Kepala BKN mempertimbangkan untuk menetapkan pengga
tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat dengana na
berikutnya yang ada dalam data base.

(Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Agus Hariardagyberkedudukan sebagai
Kasubag Kesejahteraan Pegawai wawancara dilakpgkada hari rabu, tanggal 4
Maret 2008)
Dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan qaasyadministrasi seperti
diatas maka, jumlah tenaga honorer yang lolos d@lameriksaan kelengkapan
dan keabsahan persyaratan administrasi, dapaatdiéda table 9, dibawah ini :
Tabel 9
Jumlah tenaga honorer yang lolos dalam pemeriksaan
kelengkapan dan keabsahan persyaratan administinasi 2008

Berdasarkan usia

No. Usia (Tahun) Jumlah

1. 24 — 28 53

2. 29 - 33 71

3. 34 - 38 50

4. 39 -43 15

5. 44 — 48 6
Jumlah 195

Sumber : Doc, Badan Kepagawaian Daerah KabupatelaiMptahun 2008.

3.3 Penyampaian usul NIP ( Nomor Induk Pegawai )
Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain gitungjuk setelah memeriksa
berkas persyaratan administrasi tenaga honoreryangraikan usul permintaan
NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftarnatimya secar kolektif
rangkap 5 kepada Kepala BKN/Kepala Kantor RegiomdN, dengan
melampirkan :

a. 4 rangkap formulir D-1npenetapan NIP diisi sesuanghn data yang

diperlukan, dengan tanda tangan asli oleh pejabat Yoerwenang atau

70



pejabat lain yang ditunjuk dan dibubuhi stempel/clpas, serta stiap

lembar formulir ditempelkan pas photo 3 x 4 cm;

b. 1 lembar foto copy sah surat keputusan Pejabat iRaniepegawaian
tentang Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipilntamggaran yang
bersangkutan;

c. 1 lembar foto copy saj ijasah/STTB sesuai dengalifikkasi pendidikan
dan tugas yang ditetapkan;

d. 1 set daftar riwayat hidup yang ditlulis dengangtm sendiri memakai
huruf kapital/balok, tinta hitam dan ditandatangsenta telah ditempel pas
photo ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak LampiranKeputusan
Kepala BKN No. 11 tahun 2002;

e. 1 lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampat

Keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002, yang b&gigiang :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berkasaputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yerap, karena
melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas péaaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Neggeitfe Negeri atau
diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai BUMN/BMMatau
Pegawai Swasta.

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeaiffad\Negeri;

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republdolimesia atau negara
lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partailpoli

f.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkah pihak yang

berwajib/POLRI;

g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani daridpokt

h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakankotiia,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari unit gghnan kesehatan

pemerintah.
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Surat keputusan pengangkatan pertama sampai dejayan terakhir sebagai
tenga honorer yang dibuat oleh Pejabat Pembinadesysan atau pejabat lain
dalam pemerintahan. Apabila surat keputusan tehagarer tersebut dianggap
sah, maka pejabat struktural paling rendah esélpada unit kerja atau pejabat
eselon Il yang bertanggung jawab dalam bidang keapaii;n mengesahkan foto
copy surat keputusan tersebut. Pengesahan terdapat dilakukan oleh eselon
Il yang secara fungsional bertanggung jawab dabgl kepegawaian, apabila
lowongan formasi yang akan diisi lebih dari 2.500.
Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsangsgrta disahkan
kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepagawaiampejaoat lain yang ditunjuk
paling rendah pejabat eselon Il, yang menyatakawaaang bersangkutan :

a. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dersgat ini

melaksanakan tegas secara nyata dan sah secantavesus.

b. Memiliki disiplin yang baik dan integritas yang gi.
Daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkanh oleejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan, harus sesuai deaffan nama tenaga honorer
yang telah ditetapkan oleh Kepala BKN yang akangkat menjadi CPNS untuk

mengisi formasi tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun jumlah para tenaga honorer yang mengusikBndapat di lihat pada
tabel 10, berikut :
Tabel 10
Jumlah tenaga honorer yang mengusulkan NIP

Berdasarkan kualifikasi pendidikan

No. Kualifikasi Pendidikan Jumlah
1. Paket B 1

2. Paket C 2

3. SD 27

4. SMP/SLTP 19

5. SMA/STM/SMK/SMKK/SMEA/SMU 100

6. MTs 3

| MI 2
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8. MA 3

9. DI

10. Dl 7

11. S1 28
Jumlah 195

Sumber: Doc, Badan Kepegawaian Daerah Kabupateraipatahun 2008

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah tenagadnenyang mengusulkan NIP

sebanyak 195 orang. Sebenarnya jumlah keselurubaaga honorer yang

mengusulkan NIP sebanyak 198 orang, tetapi 3 of2bgrhentikan. Alasan

pemberhentiannya dapat dilihat di tabel 11 :

Tabel 11
Jumlah Tenaga honorer yang diberhentikan
Nama Jabatan Tahun Keterangan
diberhentikan
Ivan M. Amin | Tenaga Honorer pada UPT September | Diberhentikan
penggujian kendaraan bermoto2006 dengan hormat
karena tidak
melaksanakan
kewajiban sebaga
tenaga honorer
Sariyanto Tenaga Honorer pada RSUDjanuari 2009 Melakukan
"Kanjuruan” Kepanjen tindakan pidana
Dody Lizar Pekerja Jalan UPTD Turen Juni 2006 Mengundurka
Perdana Diri

Sumber : Doc, Badan Kepegawaian Daerah Kabupatelahgtahun 2008.

Dari tabel diatas dapat diketahui alasan pembedret¢naga honorer. Dengan

nama-nama yang diatas yang mengundurkan diri abeuhéntikan maka, Dinas

Bina Marga mengajukan usulan untuk menggantikarag@nhonorer yang
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mengundurkan diri atau yng diberhentikan. Adapumaraama yang diusulkan

untuk menggantikan dapat dilihat pada lampiran.

3.4 Penetapan NIP
a. Mencocokkan nama tenaga honorer yang diusulkarntayeae NIPnya oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian dengan daftar namgatdmanorer yang

ditetapkan dalam data base BKN.

b. Penetapan NIP dilakukan melalui pemeriksaan darelpi@n terhadap

persyaratan dan kelengkapan administrasi, meliputi

1)

2)

3)

4)

Keabsahan surat lamaran, apakah sudah ditulis detig& hitam,
sesuai dengan ketentuan dan telah ditandatangaein glang
bersangkutan;
Keabsahan surat keputusan pengangkatan pertamaisgemgan yang
terakhir sebagai tenaga honorer yang dibuat olghbBe Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahgrabifa surat
keputusan tenaga honorer tersebut dianggap saha npafabat
struktural paling rendah eselon Il pada unit ketgu pejabat eselon I
yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaiagesahkan foto
copy surat keputusan tersebut. Pengesahan terdapat dilakukan
oleh eselon Il yang secara fungsional bertanggamgb di bidang
kepegawaian, apabila lowongan formasi yang dishlelari 2.500
Kebenaran dari surat pernyataan yang dibuat oletaatlangsungnya
yang disahkan paling rendah pejabat eselin 1l dgkungan unit
kerjanya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
a) Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai desgan ini
melaksanakan tugas secara teru menerus.
b) Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin gydraik dan
intergritas yang tinggi.
Kualifikasi pendidikan/STTB/ljasah yang dimiliki hes sesuai dengan
tugas/pekerjaan, dengan ketentuan :
a) ljasah yang diakui adalah ijasah yang diperoleh 8eakolah atau
Perguruan Tinggi Negeri atau ljasah yang diperalah Sekolah
atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakred#&si telah
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mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yangiahggung
jawab di bidang pendidikan nasioanl, atau pejalzan lyang
berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang
menyelenggarakan pendidikan.

b) ljasah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasédelah
berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional . No
184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengenddian
Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca 8aigin
Perguruan Tinggi, yang belum tercantum ijin penygtg@raan dari
Departemen Pendidikan Nasional, harus melampirkamat s
keterangan/pernyataan dari pimpinan perguruan itingang
menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkuéah
mendapatkan ijin penyelenggaran dari Departemendiéi&an
Nasioanal, dengan menyebutkan nomor dan tanggaltdsgnnya.

c) ljasah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinlggir negeri
harus mendapat penetepan penyertaan dari PaniikiBe ljasah
Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional

5) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pas phatg bersangkutan,
apakah sesuai dengan nama dan tanggal lahir padesibainnya.

6) Kebenaran data riwayat hidup yang bersangkutarararfin untuk
mengetahui apakah telah ditulis sesuai dengarhijasaat pernyataan,
surat keputusan pengangkatan pertama sampai dérg&hir sebagai
tenaga honorer, bukti pengalaman kerja, dan sefzgai

7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluadtah pihak yang
berwajib/POLRI.

8) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani darieokt

9) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakankotiia,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari unit gghnan kesehatan
pemerintah.

Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usultppae NIP
dari instansi pusat dan daerah dapat dikelompok&bagai berikut :
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1) Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat administdagtapkan
NIPnya;

2) Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkapendialikan
dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bdasemg untuk
dilengkapi;

3) Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syaratndileikan dengan
surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkuisertal dengan
alasannya.

(Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Cahyo yang dikrlukan sebagai staf
Kesejahteraan Pegawai wawancara dilakukan padardiar, tanggal 4 Maret
2008)

b. Permasalahan dalam proses pengangkatan tenaga hoeormenjadi
CPNS
Dengan adanya pengangkatan tenaga honorer yamguéis@ oleh pusat maka
tenaga honorer harus menjalani sesuai dengan pmpsddn mengakibatkan
antara lain :
1) Status sebagai tenaga honorer tidak dapat dipagtéapai kapan
2)Harapan untuk menjadi PNS, peluangnya sama besgadgelamar lain.
3)Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tidak lderjdengan
sendirinya harus disertai dengan syarat-syarat ditentukan oleh
BKN.
Pengangkatan tenaga honorer pada dasarnya di dbari
1) Volume pekerjaan
2) Daerah kekurangan pekerjaan
3) Daerah tidak berhak mengangkat pegawai sendiri
4) Tidak ada dropping pegawai dari atas
Adapun pelaksanaan tugas tenaga honorer dapai @ibagungan, antara lain :
1) Hubungan struktural
Hubungan yang sifatnya vertikal artinya, hubungana antara atasan dengan
bawahan yang berupa pemberian perintah oleh at@sagertanggung jawabkan

oleh bawahan.
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2) Hubungan Fungsional.
Hubungan yang bersifat horizontal yang artinya,umgfan kerja sama antara dua
auat lebih unit organisasi yang kedudukannya Seding
Dan masalah lain yang timbul dengan adanya pengémgkienaga honorer
adalah beban anggaran untuk membayar tenaga honmotek diusulkan
pengangkatannya menjadi PNS baik pusat atau dageamhayaran gaji tenaga
honorer dibebankan kepada APBN dan APBD.
Honor tenaga honorer dibayarkan setelah yang bgkstan dinyatakan secara
nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Peanyltalaksanakan Tugas.
Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, honodilyayar pada bulan yang
bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal riepatan dengan hari libur
sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan padgataberikutnya, maka
honornya dibulan itu juga.
Honor yang layak dan adil adalah bahwa gaji Pegavegeri harus mampu
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga wegdegeri yang
bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikit@m,tehaganya hanya untuk
melaksanakan tugasnya dipercayakan kepadanya.
Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 ifapamggal 1 bukan hari
libur) dan seterusnya, maka honornya dibayar mioldan berikutnya setelah
melaksanakan tugas. Pembayaran honor tenaga horbbayai dengan
APBD/APBN.
(Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Indra yang édwklukan sebagai staf
Pengembangan Pegawai wawancara dilakukan padaalari tanggal 4 Maret
2008).

Tabel 12
Pembayaran Honor Sesuai ljasah tahun 2008
No. ljasah Honor (Rp)
1. SD Rp. 500.000,00
2. SMP Rp. 550.000,00
3. SMA Rp. 600.000,00
4. DllI Rp. 650.000,00
5. S1 Rp. 700.000,00
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Sumber : Doc, Badan Kepegawaian Daerah Kabupatelahggtahun 2008

1) Faktor Usia merupakan prioritas dalam proses pegigdan tenaga
honorer.
Seperti isi pada PP No. 48 tahun 2005 tentang pgkgéan tenaga honorer, yang
diprioritaskan usia tenaga honorer. Jumlah tenagarer yang berdasarkan umur
dapat dilihat pada tabel 13 diberikut ini
Tabel 13
Data jumlah tenaga honorer Kabupaten Malang berdasasia tahun 2009.

No Usia (tahun) Jumlah
1. 25-30 76
2. 31-35 134
3. 36 — 40 333
4. 41 - 47 432
Total 975

Sumber: Doc, Badan Kepegawaian Daerah Kabupateraipatahun 2008

Seperti isi dari PP No. 48 tahun 2005 tentang pagiggtan tenaga honorer pada
dasarnya diprioritaskan yang memiliki usia dan mésga. Untuk mengisi
formasi 2007, usia paling tinggi 46 tahun dan gatendah 21 tahun pada tanggal
1 Januari 2008dan mempunyai masa kerja terus nempating kurang 3 tahun

pada tanggl 31 Desember 2007.

2) Selain faktor usia, masa kerja juga merupakan ssédi prioritas
dalam proses pengangkatan tenaga honorer
Seperti isi pada PP No. 48 tahun 2005 tentang pekgéan tenaga honorer, yang
diprioritaskan usia tenaga honorer. Jumlah tenagarer yang berdasarkan umur
dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini

Tabel 14
Data jumlah tenaga honorer Kabupaten Malang berkisanasa kerja tahun
2009
No Masa Kerja (tahun) Jumlah
1. 1-5 751
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6-10 164

11 -15 55
4. 16 — 18 5
Total 975

Sumber: Doc, Badan Kepegawaian Daerah KabupateraiMatahun 2008
Seperti isi dari PP No. 48 tahun 2005 tentang pagigetan tenaga honorer pada
dasarnya diprioritaskan yang memiliki usia dan masga. Untuk mengisi
formasi 2007, usia paling tinggi 46 tahun dan gatendah 21 tahun pada tanggal
1 Januari 2008dan mempunyai masa kerja terus nmempating kurang 3 tahun

pada tanggl 31 Desember 2007.

B. Pembahasan

1. Proses Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

Untuk mengantisipasi era persaingan antar daeraj gamakin tajam dengan
dilaksanakan otonomi daerah (otoda) berdasarkaangadndang No. 32 tahun
2004. Upaya pengembangan sumber daya aparatuthddalieam meningkatkan
kinerja yang ada pada Pemerintah Kabupaten Maldagu#dan dngan berbagai
macam jalur yaitu, pendidikan dan latihan, pengannpegawai untuk mengikuti
program tugas belajar atau ijin kepada pegawaikuntangikuti program tugas
belajar atau pemberian ijin kepada pegawai yandelgginan melanjutkan
studinya, baik ditingkat S1, S2 maupun S3.

Seperti dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 rigreemerintahan Daerah
pasal (1) dinyatakan bahwa yang tersebut dengarerfféah Daerah adalah
kepala daerah beserta aparat otonom yang lain @ebadan eksekutif daerah,
daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan mé&ayataukum yang
mempunyai batas daerah tertentu yang kewenangamatuendan mengurus
kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kes&epnblik Indonesia. Jadi
dalam hal ini daerah sangat berperan penting dplases pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipiglaupun keputusan ada
pada pusat.

Dalam PP No. 48 tahun 2005, bagi tenaga honoreg arusia paling tinggi 46
tahun dan telah bekerja selam 20 tahun atau leblkapdapat diangkat menjadi
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CPNS, setelah melalui seleksi administratif, digipintegritas, kesehatan, dan
kompetensi. Selanjutnya bagi tenaga honorer yakgrjgekurang dari 20 tahun,
pengangkatannya menjadi CPNS selain seleksi admaitifis disiplin, integritas,
kesehatan, dan kompetensi, mereka juga diwajibkangisi/menjawab daftar
pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintehieeintahan yang baik
antar sesama tenaga honorer yang pelaksanaanakakdih terpisah dari pelamar
umum yang bukan tenaga honorer, dengan pengelorapadbagai berikut :
a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 tatambekerja selama 10
tahun sampai dengan kurang 20 tahun secara teneyuse
b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 tatam bekerja selama 5
tahun sampai dengan kurang 10 tahun secara teneruse
c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 tadam bekerja selama 1
tahun sampai dengan kurang 5 tahun secara terusrusen
Untuk selanjutnya dalam proses pengangkatan tehagarer menjadi CPNS
(Calon Pegawai Negeri Sipil), tenaga honorer divkgn memiliki surat
keputusan yang diberikan langsung dari pusat deat pernyataan bahwa tenaga
honorer tersebut menunjukkan disiplin serta memauimyegritas tinggi, serperti
yang tertuang dalam PP No. 48 tahun 2005 tentanggogkatan tenaga honorer
menjadi CPNS.
Pada prinsipnya pengangkatan tenaga honorer me@hiS (Calon Pegawai
Negeri Sipil) dilakukan berdasarkan prinsip netodlyektif, akuntabel, bebas dari
korupsi, dan transparan.
Biaya penyelenggaraan pengangkatan tenaga honczafadn CPNS (Calon
Pegawai Negeri Sipil) bagi instansi pusat dibebangada APBN (Anggaran
Pengeluaran Belanja Negara) yang melekar pada rD#dtan Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) masing-masing instansi pusat.
Biaya penyelenggaraan pengadaan CPNS (Calon Pegdéegeri Sipil) dari
tenaga honorer bagi instansi daerah dibebankan ps@BD (Anggaran
Pengeluaran Belanja Daerah) masing-masing instasat.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam pengawasan pmamgendalian
pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) danaga honorer
berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsiarakefntah (APFP) baik
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pusat maupun daerah propinsi/kabupaten/kota. Persgawdan pengendalian
tersebut, dilakukan melalui pemantau terhadap :

a. Tahap perencanaan dan persiapan
Tahap perencanaan dan persiapan dalam proses ptngalenaga honorer
menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) haruskdikan secara matang. Pada
prinsipnya pengangkatan tenaga honorer menjadi Cfdfn Pegawai Negeri
Sipil) mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 4®8inta2005. Proses
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (CaloawRedNegeri Sipil) yang
dibuat oleh pusat dan diadakan di daerah, secdek tlangsung tugas ini
diberikan kepada daerah. Oleh karena itu daeraelat harus mempersiapkan
semuanya, antara lain ; tim pelaksana pengangkat@ga honorer menjadi
CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan tim pelakgarsat pengangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Simltas penetapan tenaga

honorer yang akan diangkat.

b. Formasi
Formasi merupakan jumlah atau susunan pangkat Pe&agwai Negeri Sipil)
yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negdwk mampu melaksanakan
tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah padamnya ditetapkan oleh
Kepala Daerah. Seperti yang tertulis pada PP Ndabdn 2003 tentang formasi
pegawai negeri sipil, formasi untuk satuan organsaserintah daerah; Propinsi
ditetapkan oleh Gubernur, Kabupaten ditetapkan Blgtati dan Kota ditetapkan
oleh Wali Kota. Tambahan formasi pegawai negeril siperah formasi tahun
2008 diisi olen tenaga honorer berdasarkan kuasfik pendidikan. Ini
membuktikan bahwa semua aparatur daerah termaswdgaehonorer harus
mempunyai mutu kerja dan kerja sama yang baik datemalankan tugasnya.
Adapun tujuan penetapan formasi yakni agar satieeabrganisasi mempunyai
jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai devgjzam kerja dan tanggung

jawab pada masing-masing organisasi.
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c. Tahap Seleksi Administrasi

Tahap seleksi dilakukan guna memeriksa kelengkapakas-berkas yang harus
dilengkapi oleh tenaga honorer dalam proses petgsang tenaga honorer
menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Tahalekse administrasi ini
dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, yang telahdapatkan tugas dari
pusat (BKN). Pejabat Pembina Kepegawaian atau gej@in yang ditunjuk
setelah memeriksa berkas persyaratan administesaga honorer, akan
menyampaikan usul permintaan NIP CPNS (Nomor IndRdgawai Calon
Pegawai Negeri Sipil) dengan surat pengantar keagala Badan Kepegawaian
Negara (BKN).

Badan Kepegawai Daerah melakukan pemantauan tgrhmelaksanaan seleksi
administrasi dan memantau realisasi pengangkategachonorer menjadi CPNS
(Calon Pegawai Negeri Sipil) yang ditetapkan oleljaPat Pembina

Kepegawaian.

1) Persyaratan Adminstrasi

Dalam tahap seleksi administrasi tersebut, adarapaepersyaratan yang harus
dipenuhi oleh tenaga honorer. Persyaratan tersebogacu pada PP No. 48 tahun
2005 tentang pengangkatan tenaga honorer. Tenag@reno yang telah
diumumkan dan memenuhi syarat untuk diangkat me@RMNS (Calon Pegawai
Negeri Sipil) wajib mengajukan lamaran yang dittéiegan dan ditanda tangani
sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Pe¢jd»ambina Kepegawaian
disertai dengan persyaratan yang lain dalam PRI8ltahun 2005.

Untuk memperlancar jalannya persyaratan administmenerimaan berkas
dilakukan oleh pimpin satuan kerja dimana tenagaotey bekerja, dan
selaanjutnya disampaikan secara kolektif dengaat aengantar kepada Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) instansi bersangkutan.
2) Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyadatamsirasi

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyadhatanisarasi ini dilakukan

untuk melihat kelengkapan berkas-berkas untuk pegigdan tenaga honorer
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menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sertalkimelihat keabsahan surat
lamaran tersebut, apakah sudah ditulis tangan demnga hitam sesuai dengan isi
PP No. 48 tahun 2005. Pemeriksaan kelengkapan dahs&han persyaratan
administrasi ini dilakukan oleh Kepala Bagaian Kp&gian atau Badan
Kepegawaian Daerah, instansi yang bersangkutarkaBdrerkas persyaratan
administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidakenehi syarat serta berkas
yang belum lengkap diberi tanda kode berbeda, gumak mempermudah

menjalankan pemeriksaan selanjutnya.

3) Penyampaian Usul NIP (Nomor Induk Pegawai)

Setelah berkas tenaga honorer lulus dalam pemarikdeelengkapan dan
keabsahan persyaratan administrasi maka PejabatbifemKpegawaian
menyampaikan usul permintaan NIP CPNS (Nomor IndRdgawai Calon
Pegawai Negeri Sipil) kepada Kepala Kantor Regi&kdll (Badan Kepegawaian
Negara). Dalam hal ini, tenaga honorer harus mesrgutan persyaratan seperti
yang tertuang pada PP No. 48 tahun 2005, yang satahya adalah tidak pernah
melakukan tindakan pidana dan surat keterangarh&&se jasmani dan rohani
dari Dokter. Penyampaian usul NIP (Nomor Induk Regpini dapat dilihat
berdasarkan kualifikasi pendidikan.

4) Penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai)
Proses penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) dilakukatelah proses
pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaditanisirasi. Dalam proses
penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) ini, Pejabamiitea Kepegawaian
mencocokkan nama tenaga honorer yang diusulkartggareNIP (Nomor Induk
Pegawai)nya dengan daftar nama tenaga honorerdysatgpkan dalam data base
BKN (Badan Kepegawaian Negara) sesuai dengan PR8@ahun 2005. Dalam
proses ini, hasilnya akan dikelompokkan sesuai aerkglengkapan persyaratan

administrasi.

2. Permasalahan dalam proses pengangkatan tenagaehomeanjadi
CPNS.
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Adapun tujuan dari pengangkatan tenaga honorealad®@raturan Kepala Badan
kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedomgn Pgabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain yang terkaitardal pelaksanaan

pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, gunaaminjransparansi dan
mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotissepgerti yang tertuang pada
PP No. 48 tahun 2005.

Dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjabiSCalon Pegewai

Negeri Sipil) banyak timbul masalah khususnya padaga honorer itu sendiri.
Proses pengangkatan tenaga honorer ini ditentukam pusat maka tenaga
honorer tersebut harus menjalani sesuai dengan eguns sehingga

mengakibatkan status sebagai tenaga honorer tidpkt ddipastikan samapai
kapan dan kemungkinan menjadi PNS (Pegawai Neggil) Sama besar

peluangnya dengan pelamar lain yang melalui jatoum.

Masalah lain yang timbul adalah dengan adanya pekagsan tenaga honorer
menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) bebangaran untuk membayar
gaji tenaga honorer dibiayai oleh APBN/APBD. Progemgangkatan tenaga
honorer menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sigiflgpdasarnya didasari oleh;
darah kekurangan pekerjaan dan daerah tidak bertealgangkat pegawainya

sendiri.
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dgndah“ Implementasi PP
No. 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas PP N@ahd@ 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer menjadi CPNS, di badan kepegawaiarakd kabupaten malarygng
telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik tzgdze kesimpulan dan saran

berikut ini :

A. Kesimpulan

1. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNfSdyaksanakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui dua tahagkniy tahap
perencanaan serta persiapan yang terdiri dari kepattusan pengangkatan
tenaga honorer menjadi CPNS dan formasi. Dan yawlgik tahap seleksi
administrasi, yang terdiri dari persyaratan adnrass, pemeriksaan
kelengkapan keabsahan persyaratan administrasipdagampaian usul
Nomor Induk Pegawai (NIP).

2. Tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS, diifgkan yang bertugas
sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenagalyte dibidang
pertanian dan memiliki masa kerja 20 tahun ataih Is&cara terus menerus.

3. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masinghnga satuan
organisasi Pemerintah Daerah setiap anggaran pktetaoleh Kepala
Daerah. Adapun tujuan penetapan formasi adalahsagiaisatuan organisasi
dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang mensadaai dengan
beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masjagisasi.

4. Faktor penghambat kelancaran proses pengangkatagatéonorer menjadi
CPNS yaitu, proses pengangkatan tenaga honorer gaegtukan oleh
pusat (BKN) maka tenaga honorer tersebut harus ateemj proses
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sesuseduio Sehingga
mengakibatkan status tenaga honorer tidak dapastiigan sampai kapan
dan kemungkinan menjadi PNS sama besar peluangmgad pelamar lain

yang melalui jalur umum.
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5. Faktor pendorong antara lain, volume pekerjaan,raflaekekurangan
pekerjaan, daerah tidak berhak mengangkat pegawdirs

6. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam
mengimplementasikan proses pengangkatan tenagaenanenjadi CPNS
sesuai dengan prosedur dari pusat yang mengacuPpable. 48 tahun 2005
tentang pengangkatan tenaga honorer.

B. Saran

Adapun saran — saran yang perlu diuraikan sebagauib :

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebaiknya mengursalgh satu dari
persyaratan dalam proses pengangkatan teanga hamergadi CPNS,
khususnya dari faktor usia dan masa kerja. Jik@ yhprioritaskan tenaga
honorer yang memiliki usia paling tinggi 46 tahuendan masa kerja 20
tahun secara terus menerus maka akan memakan leakdubagi tenaga
honorer untuk diangkat menjadi CPNS.

2. Badan Kepegawaian Daerah selaku yang melaksanakersesp
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, lebih pmermaskan
kontribusi tenaga honorer terhadap instansi terfamyerer tersebut serta
meninjau kelayakan tenaga honorer tersebut unangitat menjadi CPNS.
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